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Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan sektor pertanian 
dengan mengadakan program bantuan pembiayaan dalam berbagai skema. 
Namun, diantara skema tersebut belum ada skema bantuan pembiayaan yang 
berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan model 
pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan 
pembiayaan pertanian yang diselengggarakan oleh pemerintah dengan berbasis 
syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa dua model 
pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema muzara‟ah. 
Model pertama merupakan konsep pembiayaan dengan skema muzara‟ah yang 
tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang 
dijalankan petani (peserta program  bantuan pembiayaan). Model kedua 
merupakan konsep pembiayaan dengan skema muzara‟ah yang melibatkan 
pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan peserta 
program bantuan pembiayaan. 
 
Kata kunci: muzara‟ah, pembiayaan pertanian, bagi hasil 
 
The Government pays great attention to the development of the agricultural 
sector by organizing financing subsidy programs in various schemes. However, 
there is no sharia-based financing scheme among that programs yet. This study 
aims to give an idea of alternative sharia-based agricultural financing model that 
can be adopted on agricultural financing subsidy programs that were held by the 
government. This research is a literature research using qualitative analysis 
method. The results of this research are two alternative models of agricultural 
financing based on sharia-compliant with muzara'a scheme. The first model 
concepting muzara'a financing scheme that does not involve the government 
directly in agricultural business run by farmers (participants of funding program). 
The second model concepting muzara'a financing scheme involving the 
government directly in agricultural business run by participants of funding 
program. 
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1.1 Latar Belakang  
Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, sejarahwan, sekaligus ekonom Muslim 
Tunisia, dalam bukunya Muqqadimah menyatakan bahwa kekayaan suatu 
negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, melainkan 
ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan tingkat pembayaran yang positif 
dari negara tersebut (Khaldun, 2000:417). Karena itu, tidaklah mengherankan jika 
dua diantara beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi suatu negara ialah dengan mengukur tingkat PDB dan neraca 
pembayaran suatu negara dalam rentang periode tertentu. 
Salah satu sektor perekonomian yang turut menopang tingkat PDB ialah 
sektor pertanian. Di Indonesia, kontribusi sektor pertanian masih dominan dari 
tahun ke tahun, meski terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non 
pertanian. Pada tahun 2012, sektor pertanian menempati urutan ketiga dalam 
kontribusi terhadap PDB sebesar 12,51% dari total PDB atas dasar harga 
konstan 2000, dan menempati urutan pertama dalam menyerap tenaga kerja, 
yaitu sebesar 35,08% dari  total tenaga kerja (BPS, 2012). 
Fakta di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan 
sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Setidaknya 
terdapat tujuh peran sektor pertanian dalam perekonomian (Harianto, 2007), 
yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pangan; (2) penyediaan bahan baku industri; (3) 
sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri; (4) 




sumber penghasil devisa; (6) mengurangi kemiskinan; dan (7) penyumbang 
pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan.  
Dalam ajaran Islam sendiri, sektor pertanian mendapat perhatian yang 
cukup besar. Ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al Quran dan hadis yang 
menyinggung ihwal pertanian dan perkebunan, serta keutamaan-keutamaan bagi 
pelakunya. Beberapa ayat dan hadis tersebut antara lain: 
“Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan 
air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang 
berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan 
pohon-pohonnya? …” (QS 27:60) 
 
“Dan perumpamgaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena 
mencari keredhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah 
kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun 
itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, 
maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 
perbuat” (QS 2:265) 
 
Dari Anas bin Malik radhiallahu‟anhu, Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam 
bersabda, “Jika tiba hari kiamat sedang pada tangan dari kalian terdapat bibit 
pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka 
lakukanlah.” (HR Bukhari No.479) 
 
Dari Anas bin Malik radhiallahu‟anhu, Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam 
bersabda, “Akan dipandang sebagai sedekah, seorang Muslim yang menabur 
benih dan menanam pohon, kemudian manfaatnya diambil oleh manusia, 
burung-burung, atau hewan lainnya.” (HR Bukhari No.2320). 
 
Ayat dan hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu‟ 
alaihi wasallam mengajarkan agar bersegera dalam melakukan suatu pekerjaan 
yang baik. Meski demikian, manusia harus sadar bahwa setiap usaha pada 
akhirnya Allah-lah yang menentukan hasilnya. Diterangkan pula bahwasanya 
bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia. Setiap buah yang dihasilkan dari 
bercocok tanam tersebut apabila dinikmati pihak lain akan bernilai pahala 
sedekah bagi pelakunya.  
Ironisnya, dengan segala keunggulan dan urgensi yang ada pada sektor 
pertanian sebagaimana dipaparkan di atas tidak lantas membuat sektor ini luput 




kondisi pertanian Indonesia saat ini menunjukkan: (1) jumlah petani sekitar 45% 
dari tenaga kerja total, (2) rata-rata lahan yang digunakan 0,34 ha dengan 
tekanan laju alih fungsi lahan produktif 187.789 ha per tahun, (3) 50-60% 
pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi pangan, (4) 77% petani saat ini 
maksimum tamat SD, dan (5) petani bergantung pada benih, teknologi, modal, 
perdagangan internasional dan kelemahan akses terhadap sumber daya. 
Dengan kondisi pertanian seperti ini, tidaklah mengherankan jika masih banyak 
petani Indonesia yang hidup jauh dari sejahtera. 
Sejalan dengan Budiasa, Nugrayasa (2012) mengidentifikasi lima 
masalah dalam sektor pertanian Indonesia. Pertama adalah penurunan kualitas 
dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Penuruan kualitas lahan pertanian 
dikarenakan pemakaian pupuk anorganik yang berlebih. Sementara penurunan 
kuantitas lahan pertanian disebabkan maraknya alih fungsi lahan pertanian 
menjadi lahan perumahan dan industri. Data statistik menunjukkan kondisi 
kepemilikan lahan petani di bawah 0,5 hektar per keluarga petani dengan laju 
konversi lahan pertanian sebesar 187.720 hektar per tahun. 
Masalah kedua adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang 
pertanian. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana irigasi yang memadai dan 
berfungsi baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Dalam hal ini, sarana 
irigasi yang dianggap paling baik dalam penyediaan air ialah waduk. Dari total 
areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya hanya 11 persen 
(797.971 ha) yang berasal dari waduk, sementara sisanya berasal dari non-
waduk. 
Masalah ketiga adalah kelemahan dalam sistem alih teknologi. Teknologi 
pertanian yang berkembang saat ini sebagian besar berasal dari luar negeri. 




langsung diterapkan, melainkan masih harus dipelajari, dimodifikasi, dan 
kemudian dikembangkan untuk diterapkan. Ini dikarenakan negara sumber 
teknologi tersebut dibuat memiliki karakteristik yang terkadang berbeda dengan 
negara Indonesia.  
Masalah keempat adalah panjangnya mata rantai tata niaga pertanian. 
Hal ini menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena 
margin harga terbesar berada di pihak pengepul dan pedagang. 
Masalah kelima adalah terbatasnya akses layanan usaha, terutama dari 
segi permodalan. Untuk masalah yang terakhir ini, merupakan masalah yang 
paling sering diangkat dalam berbagai penelitian dan juga mendapat perhatian 
paling besar dari pemerintah terkait. Ini dikarenakan masalah permodalan sangat 
menunjang peningkatan produksi, mutu, nilai tambah, dan daya saing produk 
pertanian.  
Sebagaimana penelitian yang dilakukan Nurmanaf et al. (2006) 
menunjukkan bahwa ternyata tidak mudah bagi petani untuk mengakses modal 
dari lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka. Sebab, prosedur dan 
persyaratan yang ketat (di lembaga formal) maupun tingkat suku bunga yang 
sangat tinggi (di lembaga non formal). 
Meski secara teoritis lembaga formal, dalam hal ini perbankan, memiliki 
potensi besar untuk pembiayaan usaha pertanian, namun perbankan ternyata 
belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian. Hal ini dapat terlihat dari 
proporsi kredit perbankan nasional untuk sektor pertanian yang masih rendah. 
Data BI menunjukkan pada tahun 2012, dari Rp2.774 triliun total kredit yang 
disalurkan oleh perbankan, sektor UMKM hanya mendapat porsi sekitar 19,9 
persen atau sekitar Rp552,2 triliun. Dari total kredit UMKM tersebut, penyaluran 




triliun. Perbankan beralasan rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian 
dikarenakan risiko kredit di sektor pertanian dinilai tinggi (Bank Indonesia, 2012). 
Mengatasi kesenjangan akses modal di sektor pertanian ini, pemerintah 
sebenarnya telah memiliki program bantuan pembiayaan, baik pembiayaan yang 
langsung dibiayai pemerintah, maupun dengan mediasi lembaga formal seperti 
perbankan. Program bantuan pembiayaan tersebut antara lain Kredit Ketahanan 
Pangan (KKP) yang kemudian berubah menjadi kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi 
Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung 
Mandiri (BLM). 
Kredit program ataupun bantuan modal ke petani/pelaku usaha pertanian 
sebenarnya merupakan instrumen kebijakan yang strategis. Sayangnya sebagai 
bagian dari sebuah kebijakan, kredit program masih memiliki banyak kekurangan. 
Untuk program yang didanai langsung oleh pemerintah seperti BLS misalnya: (1) 
kurang mendidik petani untuk lebih bertanggung jawab dan berperilaku 
profesional dalam penggunaan dana, (2) peluang terjadinya moral hazard sangat 
besar, (3) keberlangsungan program sangat tergantung dengan keberadaan 
suatu proyek, (4) reward dan punishment sangat lemah, dan (5) sangat 
membebani anggaran pemerintah dengan output yang tidak terukur secara jelas 
(Ashari, 2009a). 
Kredit yang berasal dari program pemerintah dilakukan untuk mengisi 
kesenjangan dana yang tersedia di pedesaan untuk pembangunan pertanian. 
Oleh karena itu, kredit program pertanian sangat bergantung pada kebijakan 
pemerintah, terutama dalam pengalokasian dana pembangunan APBN di sektor 
pertanian. Temuan dalam penelitian Ashari (2009a) tersebut jelas akan sangat 




Untuk program yang dimediasi lembaga perbankan (skim kredit 
bersubsidi) seperti KUR, kendala yang terjadi antara lain komitmen bank 
pelaksana dalam menyalurkan kredit rendah, hanya 20 persen (Ashari, 2009a). 
Pembayaran yang didasarkan pada pokok pinjaman (bunga) dalam skim ini juga 
memberatkan petani sebab sektor pertanian rawan bencana diluar kendali. 
Selain itu syarat yang diajukan dalam skim kredit bersubsidi ini masih sulit 
untuk dipenuhi. Sebagai contoh, dalam pengajuan suatu kredit bunga bersubsidi 
dalam beberapa kasus hanya dapat diberikan kepada petani dengan luas tanah 
yang cukup besar, ataupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Sementara 
gapoktan di Indonesia sendiri masih terbilang sedikit, terutama untuk sektor 
pertanian diluar Jawa dan Bali, serta kurang terorgansir. Sebaliknya, realita 
praktik bertani yang lebih lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan sistem 
bagi hasil, sebagaimana yang dijabarkan dalam penelitian Erviana (2005), Iko 
(2008), dan Mujiati (2007). 
Sebagaimana praktik bagi hasil pertanian yang ditemukan di Indonesia, 
dalam ekonomi Islam telah lama dikenal praktik serupa yang disebut muzara‟ah. 
Praktik ini mulai dilakukan pada masa ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, 
dimana mata pencaharian penduduk Madinah saat itu sebagian besar memang 
dari pertanian. Muzara‟ah pada masa Rasulullah dilakukan antara pihak pemilik 
tanah dan penggarap tanah dengan bagi hasil atas panen sebesar setengah, 
sepertiga, atau menurut persetujuan bersama (Qardhawi, 1993:383). 
Saat ini kegiatan ekonomi yang berlandaskan asas syariah cukup 
berkembang, terutama dibidang pembiayaan. Perkembangan ini terjadi menyusul 
krisis moneter yang melanda perbankan Indonesia tahun 1998. Kala itu, lembaga 
pembiayaan syariah justru menunjukkan performa yang baik disaat lembaga 




sama terjadi pada tahun 2008, ketika terjadi krisis global yang dipicu subprime 
mortage di Amerika (Sudarsono, 2009). Hal ini semakin mengukuhkan bukti 
ketahanan lembaga pembiayaan berbasis syariah dalam menghadapi krisis. 
Seiring perkembangan lembaga syariah di Indonesia, produk keuangan 
yang ditawarkan pun semakin bervariasi. Produk tersebut diantaranya mencakup 
produk pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), jual beli (al 
bai‟), sewa beli (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah) (Arifin, 2009:234).  
Untuk pembiayaan disektor pertanian sendiri, lembaga pembiayaan 
syariah, khususnya bank syariah, memiliki berbagai skim yang cocok dengan 
karakteristik pertanian. Skim pembiayaan yang cocok untuk pertanian dan sektor 
agribisnis lainnya antara lain: mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, musaqah, 
ba‟I murabahah, ba‟i istishna, ba‟i as-salam, dan rahn (Ashari dan Saptana, 
2005). Muzara‟ah dalam hal ini termasuk jenis pembiayaan permodalan (equity-
based financing) atas prinsip bagi hasil dari panen (harvest yield profit sharing). 
Ashari dan Saptana (2005) menyebutkan beberapa hal yang melandasi 
prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian yaitu:  
1. Karateristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. 
Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai 
dengan karakteristik pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan 
karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama. 
2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas di Indonesia. 
Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang 
menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah (mudharabah). 
3. Luasnya cakupan usaha disektor pertanian. Pada semua subsistem 
pertanian yang sangat luas sangat memungkinkan untuk menggunakan 




4. Produk pembayaan syariah cukup beragam.  Luasnya cakupan usaha 
dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan 
syariah yang beragam. 
5. Tingkat kepatuhan petani. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan 
ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani 
dalam menerima sistem pembiayaan syariah. 
6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Track 
record bank/lembaga syariah selama ini menunjukkan alokasi 
pembiayaan terbesar diperuntukkan bagi UKM. 
7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil.  Hal ini sesuai dengan 
prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan pada 
sektor riil dan melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif. 
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah juga menyatakan pernyataan yang 
menguatkan penelitian Ashari dan Saptana (2005) diatas. Dalam seminar 
Peluang Perbankan Syariah untuk Sektor Agribisnis 2011 lalu, beliau 
mengatakan bahwa karakter sektor pertanian sangat cocok dengan berbagai 
skim pembiayaan bank syariah, baik dari segi agunan maupun keadilan dalam 
berbisnis (republika.co.id). 
Meski demikian, skim pembiayaan syariah belum digarap secara 
maksimal. Terbukti data penyaluran pembiayaan nasional oleh perbankan 
syariah ke sektor pertanian pada tahun 2012 hanya sebesar 2 persen dari total 
Rp61,8 miliar (LPPS, 2012). Skim pembiayaan yang paling banyak dilakukan pun 
hanya mencakup skim mudharabah. 
Melihat kekurangan pada program bantuan pembiyaan yang telah ada, 
menilik potensi pembiayaan berbasis syariah, serta menimbang kecenderungan 




untuk meneliti kemungkinan penerapan skim pembiayaan dengan akad 
muzara‟ah. Penulis mengusung judul Menggagas Sistem Muzara’ah sebagai 
Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia sebagai acuan 
sekaligus batasan dalam membahas setiap konten terkait bantuan pembiayaan 
pertanian, praktik muzara‟ah, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Untuk memfokuskan lingkup pembahasan yang akan penulis susun, 
maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pokok 
masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk bantuan pembiayaan untuk sektor pertanian yang 
telah ada sebelumnya? 
2. Bagaimana bentuk praktik muzara‟ah yang sesuai dengan kaidah fikih 
Islam?  
3. Bagaimana gagasan bentuk alternatif bantuan pembiayaan pertanian 
dengan sistem muzara‟ah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini ialah memberikan suatu konsep alternatif bantuan 
pembiayaan pertanian baru, disamping bentuk-bentuk pembiayaan pertanian 
yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana masalah yang telah dirumuskan, 
penelitian ini bertujuan: 
1. Mengetahui mekanisme bantuan pembiayaan pertanian yang telah ada 
sebelumnya. 





3. Mendesain konsep bentuk alternatif bantuan pembiayaan pertanian 
dengan sistem muzara‟ah yang aplikatif sesuai kondisi kekinian di 
Indonesia. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Kegunaan teoretis penelitian ini ialah menambah khazanah ilmiah di 
bidang ekonomi Islam, khususnya dari segi ekonomi pertanian Islam. Penelitian 
ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan 
penelitian lain yang serupa. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai bentuk perwujudan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi bagi penulis, khususnya dalam poin penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah 
satu bahan analisis bagi pihak atau instansi yang terkait dalam mengembangkan 
suatu konsep ekonomi syariah, khususnya dari segi pembiayaan pertanian yang 
berbasis masyarakat.  
 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, 




lazim digunakan untuk sektor pertanian, teori-teori yang berkaitan 
dengan muzara‟ah, dan tinjauan atas penelitian terdahulu. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, jenis dan sumber data,  
teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan pembahasan atas rumusan masalah dalam 
skripsi ini, yaitu pembahasan mengenai bentuk-bentuk 
pembiayaan sektor pertanian, kekurangan dan kelebihannya, 
praktik muzara‟ah yang sesuai dengan kaidah fikih mualamah, 
dan formulasi bentuk pembiyaan dengan skema muzara‟ah yang 
aplikatif untuk diterapkan di Indonesia. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam 












2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Definisi Muzara’ah 
Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan 
Muzara‟ah. Dalam beberapa ulasan, muzara‟ah sering disebut juga dengan 
mukharabah.  
Muzara‟ah atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan al-muzara‟ah 
berasal dari kata zara‟a yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan 
benih. Secara bahasa, muzara‟ah berarti kerja sama antara orang yang 
mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu 
menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan (Suyanto, 2008:245). 
Dalam literatur lain (Muslich, 2010:294) dijelaskan muzara‟ah secara 
bahasa berasal dari akar kata zara‟a yang berarti bermuamalah dengan cara 
muzara‟ah. Sedangkan secara istilah, muzara‟ah didefinisikan sebagai suatu 
akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah 
menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah 
sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan 
perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil 
atau, atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan 
mereka.  
Fachruddin (1993:215) menerangkan bahwa muzara‟ah merupakan istilah 





memberikan tanah itu kepada petani untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi 
antara keduanya. Pada umumnya hasil tersebut dibagi dengan ukuran dua 
pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap, ataupun jumlah 
lainnya. 
Sejalan dengan pendapat Muslich dan Fachruddin, Antonio (2001:99) 
juga menyebutkan muzara‟ah sebagai kerja sama pengolahan tanah dengan 
cara bagi hasil. Menurut Antonio (2001:99): 
Muzara‟ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan 
penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 
penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(persentase) dari hasil panen. 
 
Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Suhendi (2013:153).  
Menurutnya, pada dasarnya praktikm bagi hasil atas tanah pertanian terbagi 
menjadi dua, yaitu muzara‟ah dan mukhabarah. Persamaannya ialah antara 
muzara‟ah dan mukhabarah terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemiik tanah 
menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah 
bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, sedangkan bila modal 
dikeluarkan oleh pemilik tanah, maka disebut muzara‟ah. 
Pendapat ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Qardhawi 
(1993). Menurut Qardhawi (1993:383): 
Muzara‟ah merupakan bentuk muamalah dimana pemilik tanah menyerahkan 
alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu 
ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: ½, 1/3 atau 
kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.  
 
Ini berarti, muzara‟ah dalam versi Qardhawi mensyaratkan bahwa selain tanah, 
pemilik tanah juga menyediakan alat dan benih (bibit) kepada penggarap. 
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa muzara‟ah ialah bentuk 
muamalah antara dua pihak, yakni serupa dengan mukhabarah, dimana 




sama tersebut. Apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari 
pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut muzara‟ah. Sedangkan apabila bibit 
tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola 
tanah, maka akad bagi hasil itu disebut mukhabarah. 
 
2.1.2 Perbedaan Pendapat Mengenai Boleh Tidaknya Praktik Muzara’ah 
Dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh 
tidaknya praktik muzara‟ah. Sebagian berpendapat bahwa muzara‟ah tidak sah 
baik benihnya berasal dari pemilik tanah maupun pekerja. Sebagian mengatakan 
bahwa praktik ini sah apabila selain tanah pemilik tanah juga menyediakan bibit. 
Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa praktik ini sah baik benihnya 
(bibit) berasal dari pemilik tanah maupun pekerja (penggarap). 
Menurut ulama mazhab Hambali, “muzara‟ah adalah penyerahan lahan 
pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua” (Hasan, 
2003:272). Menurut ulama-ulama Hanabilah (As-Shiddieqy, 1997:426): 
Muzara‟ah merupakan bentuk kerja sama dalam bagi hasil pertanian dimana 
orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam 
memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi 
kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 
dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. 
 
Jadi, muzara‟ah diperbolehkan dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik 
tanah. 
Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa muzara‟ah sesuai syariat 
ialah suatu akad tentang pekerjaan pengelolaan tanah oleh seseorang dengan 
pemberian bagi hasil, ataupun pengupahan atas dasar bagi hasil kepada pekerja 
oleh pemilih tanah. Abu Hanafiah juga membolehkan muzara‟ah yang dilakukan 
dengan kerja dan bibit yang ditanggung bersama. As-Shiddieqy (1997:425) 




menyewa tanah dengan alat-alatnya dan pemilik mengupah pekerja dengan 
menyerahkan bibit dan alat-alat tersebut. 
Kemudian ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa muzara‟ah 
menurut syariat ialah suatu akad yang batal apabila tanah dari salah seorang 
sedangkan bibit dan alat dari orang lain. Muzara‟ah yang dibolehkan adalah 
berdasarkan upah. Menyewa atau mengupah pekerja dari hasil tanah yang 
dikelola tidak diperkenankan. Sementara menyewa atau mengupah dengan 
sejumlah bayaran tertentu diperbolehkan (As-Shiddieqy, 1997:425). 
Sebagian besar ulama Syafi‟iyah tidak membolehkan dilakukannya 
muzara‟ah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dari Tsabit Ibn Adh Dhahak yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi 
wasallam telah melarang ber-muzara‟ah dan membolehkan sewa menyewa 
(Sahrani dan Ru‟fah, 2011:215). Sementara sebagian lainnya membolehkannya 
dengan alasan kebutuhan (Muslich, 2010:394).  
Ulama Syafi‟iyah hanya membolehkan dilakukannya kerja sama 
mengolah tanah dimana seorang pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang 
telah ditanami pepohonan buah kepada seorang penggarap agar ia melakukan 
upaya pemeliharaan. Upaya itu nantinya diberi imbalan yang ditentukan dari 
buahnya (Al Jaziri, 1994:42). Sedangkan praktik dimana upah yang diberikan 
berasal dari sebagian yang keluar dari hasil bumi, menurut ulama Syafi‟iyah 
disebut dengan mukhabarah (Suhendi, 2013:154). 
Penjelasan tersebut disimpulkan As-Shiddieqy (1997:125) bahwa praktik 
muzara‟ah yang dibolehkan dalam mazhab Syafi‟I ialah muzara‟ah yang serupa 
dengan praktik musaqah (orang upahan). Antonio (2001:100) menjelaskan 
musaqah sebagai bentuk yang lebih sederhana dari muzara‟ah, yaitu praktik 




dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu 
dari hasil panen. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pandangan Imam Syafi‟i, muzara‟ah dan mukhabarah merupakan dua akad yang 
berlainan. Mukhabarah yakni mendapatkan orang untuk bekerja pada lahan 
dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan Muzara‟ah 
yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada lahan dengan membayar 
sebagian dari hasil tanah tersebut. 
Sabiq (1993:165) menjelaskan bahwa musaqah adalah penyerahan 
pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikan imbalan berupa buah 
dari pohon tersebut dalam jumlah tertentu. Ibnu Rusyd (1990:249) menerangkan 
bahwa jumhur ulama yakni Imam Malik, Syafi‟i, ats-Tsauri, Abu Yusuf, 
Muhammad bin al-Hasan, serta Iman Ahmad dan Imam Abu Daud, 
membolehkan musaqah. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan 
dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan sewa menyewa yang tidak 
jelas. 
Berbeda dengan musaqah yang disepakati kebolehannya tanpa ada 
perbedaan pendapat, muzara‟ah yang dilakukan tanpa diikuti akad musaqah. 
Muzara‟ah tanpa diikuti akad musaqah berarti akad menyewa tanah untuk 
ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut. Hal ini terbagi atas dua 
jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya akad dan jenis yang 
masih diperselisihkan ketentuan hukumnya.  
Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan 
diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) bagian temannya. 
Misalnya dengan suatu perjanjian bahwa pemilik mendapat dari hasil dari satu 




Atau pemilik mendapat hasil dari tanaman di bagian kebun yang subur (misalnya 
di sekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari), 
sedangkan yang lain untuk penggarap. Semua bentuk-bentuk pengolahan 
semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan 
sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau bagian untuk keduanya 
tergantung pada nasib baik atau buruk. Sehingga ada satu pihak yang merugi 
(Afzalurrahman, 1995:286). Oleh karena masih nampak unsur ketidakadilan 
maka cara seperti ini tidak adil.  
Jenis kedua yang masih diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama 
adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengolah tanahnya 
dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan 
disyaratkan bahwa hasilnya nanti dibagi berdua berdasarkan kesepakatan 
seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Pekerja mendapat bagiannya 
sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapat bagiannya karena 
dialah yang mempunyai tanah. 
Secara ringkas, tiga pendapat mengenai sah tidaknya praktik muzara‟ah 
dijelaskan sebagai berikut (Afzalurrahman, 1995:288): 
1. Mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berpendapat 
bahwa praktek itu tidak sah, baik dengan syarat benihnya dari pihak 
pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Para sahabat yang 
pendapatnya sama dengannya adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin 
Abdullah, Rafi' bin Khudaij. Diantara para tabi‟in adalah Said bin Jabir, 
Ikrimah. 
2. Mazhab Imam Hambali dan Ishaq bin Ruwaihah. Mereka berpendapat 




transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pekerja 
maka transaksinya sah. 
3. Mazhab Imam al- Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad. Mereka 
berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat 
benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Bisa juga 
apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan 
kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada 
petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian 
tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, 
perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian 
masing-masing yang diperoleh dari hasil. 
Golongan yang tidak memperbolehkan muzara‟ah berdasarkan pada 
hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut: 
Dari Abu an-Najasyi—maula Rafi‟ bin Khadij—, dia berkata, “Aku mendengar Rafi‟ 
bin Khadij bin Rafi‟ dari pamannya, Zhuhair bin Rafi‟. Rafi‟ berkata, „Rasulullah 
shallallahu'alaihi wassalam melarang kami melakukan sesuatu perbuatan yang 
dahulu menjadi sumber pendapatan kami‟. Aku (Rafi‟ bin Khadij) berkata, 
„Apapun yang dilakukan Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam adalah benar‟. Ia 
berkata, „Rasululllah shallallahu'alaihi wassalam memanggilku, dan bertanya, 
„Apa yang kamu lakukan dengan tanah pertanianmu?‟ Aku menjawab, „Kami 
menyewakan tanah pertanian kami yang didasarkan (pada perjanjian) bahwa 
kami memperoleh hasil dari tanah pertanian yang terdapat di sepanjang pinggir 
sungai sebagai sewa, atau (kami) menyewakannya untuk beberapa wasaq 
gandum dan kurma,‟ Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam bersabda, „Jangan 
seperti itu caranya, tetapi olahlah lahan pertanianmu olehmu sendiri, atau biarkan 
lahanmu diolah orang lain dengan cuma-cuma, atau biarkan tidak diolah.‟ Rafi‟ 
berkata, „Kami dengar dan kami taat.‟” (HR Bukhari No.2339) 
 
Golongan yang memperbolehkan muzara‟ah menggunakan dasar hadis 
Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu 
Umar. "Bahwa nabi SAW pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar, dengan 
upah separo dari hasil buah-buahan dan tanamannya”. Hadis lain yang juga 
dijadikan dasar dalam mendukung pendapat ini yaitu:  
“Telah menceritakan kepada kami Waki‟, telah menceritakan kepada kami 




melakukan mukhabarah (menanami tanah orang lain dan meminta upah) 
sedangkan kami tidak melihatnya sebagai dosa. Sehingga Rafi' bin Khadij 
mengira bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya.‟ 'Amru 
berkata: „Aku menyebutkannya kepada Thawus, ia berkata: „Ibnu 'Abbas berkata, 
„Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: „Seseorang di 
antara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada ia 
menarik pajak yang telah ditentukan.‟” (HR Ahmad No.1983) 
 
Golongan ini berpendapat bahwa suatu pekerjaan dengan upah dari 
perkara yang akan dihasilkan diperbolehkan, sebagimana akad musaqah pada 
perkebunan. Hal ini berlaku pula pada akad mukhabarah dan muzara‟ah pada 
tanah milik. Pendapat ini didasarkan pada kesimpulan bahwa jika muzara‟ah 
diperbolehkan apabila akadnya bersamaan dengan musaqah, maka tentu 
diperbolehkan pula muzara‟ah ketika tidak bersamaan dengan musaqah. 
Imam Syafi‟I, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem 
bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan 
(muzara‟ah dan musaqah) adalah terlarang. Alasannya karena adanya kelompok 
masyarakat yang berwatak parasit, yang mengeksploitir dan mengambil 
keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, hal 
tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih karena dengan melalui pemberian tanah 
secara sukarela kepada orang lain untuk digarap maka pemilik tanah dapat 
memperoleh derajat ketakwaan yang  tinggi (Afzalurrahman, 1995:283).  
Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini 
mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem 
Mukhabarah yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai 
makna yang sama dengan Muzara‟ah, yaitu memadukan penggarapannya antara 
pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang 
dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. Kedua, 
membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk 




tersebut menjadi terlarang juga. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu 
berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil 
yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap.  
Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan 
dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar 
tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat 
semacam pembayaran upeti, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai 
dengan kesepakatan atau kemampuan mereka (Afzalurrahman, 1995:284). 
Qardhawi (1993:244) menjelaskan bahwa ulama yang membolehkan 
muzara‟ah selain mendasarkan alasan pada hadis tanah Khaibar, juga beralasan 
bahwa muzara‟ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga 
dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam sampai beliau meninggal 
dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin (empat khalifah setelah 
pemerintahan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam) sampai mereka meninggal 
dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Begitu juga istri-istri 
Nabi shallallahu‟alaihi wasallam sepeninggal beliau. 
Cara seperti ini, menurut Qardhawi (1993:244), tidak boleh dianggap 
mansukh (hukum dalil syar‟i yang dihapuskan). Sebab terjadinya mansukh harus 
semasa hidup rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam. Adapun sesuatu yang 
dikerjakan oleh Nabi sampai beliau meninggal dunia, dan kemudian disepakati 
dan dikerjakan oleh para khalifahnya, sulit ditaksirkan sebagai sesuatu yang 
mansukh. 
Dengan demikian, sebenarnya muzara‟ah merupakan praktik yang lazim 
dizaman nabi, tetapi belliau melarangnya karena beberapa pihak terkadang 




persengketaan. Hal ini tentulah bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat 
dijunjung tinggi oleh Islam.  
Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam mengajarkan bahwa pengelolaan 
tanah adil apabila kedua belah pihak bersekutu atas hasil tanah itu, sedikit 
ataupun banyak. Tidak layak apabila salah satu pihak mendapat bagian tertentu 
yang kadang-kadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Sebab, 
dalam kondis demikian pemilik tanah akan mengambil semua hasil, sedang pihak 
lainnya menderita kerugian besar. Mungkin pula suatu tanah yang ditentukan itu 
tidak menghasilkan apa-apa sehingga dengan demikian salah satu pihak sama 
sekali tidak mendapat apa-apa, sedang pihak lainnya memonopoli hasil. Oleh 
karena itu masing-masing pihak harus mengambil bagiannnya dari hasil tanah itu 
dengan perbandingan yang disetujui bersama (Qardhwawi, 1993:384). 
 
2.1.3 Dasar Hukum Muzara’ah 
2.1.3.1 Dasar Hukum dari Al Quran 
 Sebagai khalifah di bumi ini, Allah Ta‟ala telah memberikan kepada 
manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah Ta‟ala juga telah 
menyediakan bumi yang representatif untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan 
manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman-firman Allah berikut: 
“…dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.” (QS 78:11) 
 
“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami 
adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu 
bersyukur.” (QS 7:10) 
 
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS 67:15) 
 
Dalam berusaha, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersungguh-




kesuksesan. Allah telah menjanjikan hasil yang memuaskan bagi mereka yang 
tekun dalam berusaha, sebagaimana tercantum dalam firman-firman berikut: 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” (QS 94:7-8) 
 
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.” (QS 3:159) 
 
“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan 
keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” 
(QS 65:2-3) 
 
Meski Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja dan berusaha 
seluas-luasnya, namun semua itu haruslah dilakukan sesuai syariat Islam. 
Bekerja dengan sungguh-sungguh semestinya tidak sampai membuat kerusakan 
di muka bumi dan merugikan pihak lain, terlebih sampai melalaikan manusia 
dalam mengingat Allah. Bahkan, setiap usaha yang dilakukan manusia 
hendaknya diniatkan sebagai ibadah dengan mengharap keberkahan Allah. Hal 
ini diterangkan dalam firman-firman Allah berikut: 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku” (QS 51:56) 
 
 “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 
(QS 62:10) 
 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS 
28:77) 
 
Selain memerintahkan manusia agar bijaksana dalam mengelola bumi, 
Allah Ta‟ala juga memerintahkan manusia agar adil dalam bekerja. Pemerataan 
dalam memperoleh kesejahteraan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam 
tidak memperkenankan adanya penguasaan sumber daya hanya untuk segelintir 




menolong sebagai solusi dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya, 
sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut: 
“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. …” (QS 5:2) 
 
Dalam hubungan muamalah, Islam memberikan batasan-batasan kepada 
umatnya agar tidak berlebih-lebihan dalam mencari keuntungan. Sebagaimana 
disinggung sebelumnya, praktik yang hanya menguntungkan sekelompok pihak 
atau golongan tertentu dan merugikan bagi pihak lainnya tidak dibenarkan. 
Hubungan muamalah haruslah dihindarkan dari praktik-praktik kecurangan yang 
berpotensi menimbulkan ketimpangan tersebut. Apa saja yang menjadi hak 
orang atau pihak lain wajib dipenuhi agar mendatangkan ridha Allah, 
sebagaimana difirmankan dalam ayat-ayat berikut: 
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 
bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah 
menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” (QS 26:181-184) 
 
 “Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu 
ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui.” (QS 2:268) 
 
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan 
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.” (QS 6:141) 
 
Ayat-ayat tersebut dengan jelas menekankan bahwa Allah Ta‟ala 
memerintahkan agar manusia memenuhi hak-hak orang lain dalam ber-
muamalah. Allah juga memerintahkan manusia agar jujur dan tidak berlebih-
lebihan dalam bertransaksi. Patuh pada aturan ini akan mendatangkan ampunan 
dan karunia Allah subahanawata‟ala. Selain itu, pada ayat-ayat tersebut juga 




mendapat kedudukan penting dalam Islam, dan bentuk muamalah-nya patut 
untuk dipelajari. 
 
2.1.3.2 Dasar Hukum dari Hadis 
Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu bidang pekerjaan yang 
mendapat kedudukan tinggi dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam 
Bukhari No.2320, dikatakan bahwa: 
Dari Anas bin Malik radhiallahu‟anhu, Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam 
bersabda, “Akan dipandang sebagai sedekah, seorang Muslim yang menabur 
benih dan menanam pohon, kemudian manfaatnya diambil oleh manusia, 
burung-burung, atau hewan lainnya.” 
 
Hadis tersebut dengan terang menjelaskan bahwa bercocok tanam 
(pertanian dan perkebunan) selain memberi manfaat bagi kemaslahatan hidup di 
dunia, juga memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Sebab, setiap 
hasil dari apa yang diusahakan (ditanam) apabila dinikmati oleh makhluk hidup 
lainnya akan bernilai pahala sedekah (ibadah) bagi pelakunya. 
Islam sangat menghargai jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan 
karena didalamnya terdapat aspek kerja keras. Sebagaimana diriwayatkan dalam 
hadis Imam Bukhari No.2072:  
Dari al-Miqdam radhiallahu'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wassalam, beliau 
bersabda, “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari 
(makanan) yang dihasilkan dengan usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah 
Daud makan dari hasil usahanya sendiri.” 
 
Bercocok tanam termasuk dalam pekerjaan yang disebutkan dalam hadis 
tersebut. Sebab, bercocok tanam (pertanian dan perkebunan) pada hakikatnya 
dikerjakan dengan kerja keras tangan pelakunya. Selain itu, bidang juga terdapat 
unsur tawakal didalamnya. 
Meski demikian, tidak semua orang yang memiliki tanah mampu untuk 
mengelola tanahnya dibidang pertanian. Pada beberapa orang, tanah tersebut 




sangat menganjurkan untuk menghidupkan tanah yang kosong, sebagaimana 
diriwayatkan dalam hadis Bukhari No.2341:  
Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wassalam bersabda, „Barangsiapa yangmemiliki tanah maka hendaklah ia 
menanamnya atau menyuruh orang lain yang menanamnya, jika tidak mau maka 
ia harus menahan tanahnya.‟” 
 
Dilain pihak, tidak semua orang yang memiliki keahlian dibidang pertanian 
memiliki modal (tanah) untuk dikerjakan. Oleh karena itu muncul bentuk kerja 
sama bagi hasil tanah sebagaimana yang lazim dilakukan saat ini.  
Kerja sama seperti ini juga telah dilakukan pada masa Rasulullah 
shallallahu‟alaihi wasallam, dikenal dengan istilah mukhabarah dan muzara‟ah. 
Hal ini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari No.2327: “Qais bin Muslim 
meriwayatkan dari Abu Ja‟far, ia berkata, „Di Madinah, orang-orang Muhajirin 
tidak mempunyai keluarga, melainkan meraka hanya menggarap perkebunan 
dengan bagian sepertiga dan seperempatnya.‟” 
Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaihi juga 
disebutkan bahwa Rasullullah shallallahu‟alaihi wasallam juga pernah melakukan 
praktik seperti ini. Hadis tersebut berbunyi: “Dari Ibnu Umar radliyallaahu‟anhu 
bahwa Rasullullah shallallahu‟alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk 
Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan 
tanaman”. 
Masih dari hadis yang sama, menurut atsar Ali bin Abu Thalib 
bahwasanya, Sa‟ad bin Malik, Abdullah bin Mas‟ud, Umar bin Abdul Aziz, al-
Qasim, Urwah ibnuz-Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, 
dan keluarga Ibnu Sirin, mereka melakukan akad muzara‟ah. Menurut atsar lain, 
yakni atsar Abdurrahman Ibnu Aswad, beliau berkata, “Dulu saya berkongsi 




Dengan demikian jelaslah bahwa praktik muamalah dalam pertanian 
(muzara‟ah) juga dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam. 
Praktik ini dapat menjadi solusi untuk menghidupkan tanah yang kosong dengan 
membuka kesempatan bagi pihak lain yang tidak memiliki modal (tanah) untuk 
bekerja (bertani). 
 
2.1.4 Definisi Kredit dan Pembiayaan 
Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok 
bank dan lembaga pembiyaan lainnya, yaitu fasilitas penyediaan dana untuk 
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Bentuk 
pembiayaan oleh bank konvensional berupa pemberian pinjaman kepada 
nasabah disebut kredit. 
Istilah kredit berasal dari kata “credere” yang berarti kepercayaan. 
Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti orang 
tersebut memperoleh kepercayaan (Ibrahim, 2004:7). Kepercayaan disini adalah 
bahwa pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan 
dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo, sesuai dengan yang 
tertuang dalam perjanjian, baik itu pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka 
waktu kredit, jatuh tempo kredit, dan sebagainya (Supriyono, 2011:73). 
Kasmir (2010:72) mengartikan kredit sebagai perolehan barang secara 
cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit 
dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Kredit berbentuk barang ataupun 
uang tersebut dalam hal pembayarannya menggunakan metode angsuran.  
Dalam sumber lain disebutkan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman 
yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 




arti luas, kredit didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran 
ekonomi dimasa mendatang (Untung, 2009:1). 
Sementara pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan adalah: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
  
Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh 
para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
antara kreditur dengan pihak peminjam dengan suatu kesepakatan bahwa 
pembayaran akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu 
yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana lembaga pembiayaan konvensional, lembaga keuangan 
syariah khususnya bank syariah juga melakukan kegiatan investasi dan 
pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip 
penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh 
bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai 
dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut 
pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan 
nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Selanjutnya, kedua 
kegiatan ini disebut dengan istilah “pembiayaan” (Arifin,2009:233). 
Menurut Muhammad (2002:260), pembiayaan dalam arti luas diartikan 
sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.  Pembiyaan dalam arti 




kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah 
dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 
2006:7). 
Sementara Ismail (2011:103) mendefinisikan pembiyaan dalam arti 
sempit sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak 
nasabah yang membutuhkan dana, yang sifatnya bukan merupakan utang 
piutang, melainkan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam 
melakukan usaha. Ini berarti  Ismail memandang pembiayaan oleh bank syariah 
sebagaimana terminologi pembiayaan dalam arti luas. 
 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 12 
menyatakan: 
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. 
 
Sejalan dengan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, 
Rivai dan Arifin (2010:700) mengatakan pembiayaan adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan 
lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 
Melihat definisi yang diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pembiyaan sama dengan kredit, yakni sama-sama merupakan penyediaan dana 
kepada debitur. Namun, Wiroso (2005:16) menyebutkan bahwa sistem 
pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank syariah mempunyai 




dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh nasabah kepada pihak bank, 
hubungan bank dengan nasabah.  
Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan 
mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang 
diajukan oleh debitur, dengan persentase bunga yang sudah pasti. Hal ini 
merupakan pemberian balas jasa dari debitur kepada pihak bank. 
Secara teoritis (Ashari dan Saptana, 2005), ada tiga hal yang menjadi 
perinci pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (interest free), (2) berprinsip 
bagi hasil dan risiko (profit loss sharing), dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan 
pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah 
ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan 
usaha yang akan diperoleh diatas bunga kredit. 
Sedangkan dalam perbankan konvensional, Kasmir (2002:23) 
berpendapat bahwa kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki 
kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit. Bank konvensional tidak peduli 
bagaimanapun keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak 
bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit 
yang telah dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional. 
 
2.2 Tinjauan Empiris 
 
 Berikut ini tinjauan empiris berupa penelitian terdahulu yang penulis 
gunakan sebagai salah referensi dalam memilih konsep yang diusung. 
Penelitian-penelitian berikut penulis pilih dengan dasar kerelevanan dengan topik 
yang penulis angkat dalam penelitian ini. 
Ashari (2009a) dalam penelitannya menelaah berbagai model kredit 




Penelitian ini berisi pemaparan berbagai macam skim kredit program sektor 
pertanian yang digagas pemerintah Indonesia, baik yang berupa kredit bersubsidi 
maupun bantuan modal. Ashari (2009a) menyimpulkan bahwa kredit program 
yang telah ada saat ini masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya kurang 
mendidik petani untuk bertindak profesional dalam penggunaan dana, peluang 
terjadinya moral hazard sangat besar, pemberian reward and punishment sangat 
lemah, dan potensi membebani anggaran pemerintah besar dengan output yang 
tidak terukur jelas. Disamping itu, kredit program juga masih sulit diakses oleh 
petani kecil karena syarat pengajuannya yang cukup ketat. 
Ashari (2009b) kemudian mencoba menemukan solusi atas kelemahan 
kredit program bersubsidi tersebut dalam penelitian lainnya yang telaah potensi, 
peran, dan berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan nasional dalam 
pembiayaan di sektor pertanian. Ashari (2009b) menyimpulkan bahwa perbankan 
nasional memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembiayaan di 
sektor pertanian, namun alokasi kredit yang disalurkan untuk sektor pertanian 
masih rendah. Pengalaman KUT dimasa lalu yang kurang baik, banyaknya 
UMKM yang belum bankable,  risiko pemberian kredit di sektor pertanian yang 
cukup besar, serta banyak bank yang belum berpengalaman dalam memberikan 
kredit pertanian menjadi alasan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan 
kredit ke sektor tersebut. 
Penelitian Zain et al. (2007) yang mengidentifikasi program pembiayaan 
UMKM yang dijalankan perbankan daerah, menjawab kendala yang dipaparkan 
dalam penelitian Ashari (2009b) tersebut. Zain et al. (2007) menemukan bahwa 
kendala utama keberhasilan pembiayaan UMKM karena Pemda dan lembaga 
terkait lainnya masih menjadikan UMKM lebih sebagai sumber penerimaan PAD, 




skema penyaluran kredit UMKM terkendala keterbatasan wewenang perbankan 
daerah untuk mendesain sendiri skim yang sesuai kondisi kebutuhan UMKM di 
suatu daerah. Untuk dapat memaksimalkan kredit UMKM, diperlukan suatu 
skema kredit khusus yang memungkinkan pengusaha UMKM dapat mengakses 
dana perbankan daerah secara optimal. 
Skim kredit khusus yang dapat dipakai sebagaimana disebutkan dalam 
kesimpulan penelitian Zain et al. (2007) tersebut adalah skim bagi hasil. Sebab 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pertanian dengan perjanjian 
bagi hasil banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Erviana (2005), Iko 
(2008), dan Hermawan (2012) dalam hal ini sama-sama meneliti pelaksanaan 
perjanjian bagi hasil pertanian. Bedanya, objek penelitian Erviana (2005) adalah 
petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian 
Iko (2008)  mengambil objek di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah. Sementara Hermawan (2012) mengambil objek di Desa Waung, 
Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa timur. Ketiga penelitian tersebut 
menemukan bahwa praktik bagi hasil dilakukan secara adat, bukan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. 
Sementara itu, prinsip pembiayaan yang dapat dikembangkan untuk 
mewadahi skim kredit khusus tersebut ialah dengan pembiayaan dengan prinsip 
syariah sebagaimana temuan dalam penelitian Ashari dan Saptana (2005). 
Dalam penelitian ini dipaparkan prospek implementasi skim permbiayaan syariah 
untuk sektor pertanian. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa 
beberapa skim pembiayaan syariah cukup prospektif untuk dijadikan alternatif 
penguatan modal di sektor pertanian. Meski demikian, skema pembiyaan 
berbasis syariah tersebut masih perlu dibenahi dan dikembangkan untuk 




Triyawan (2012) dan Kudlori (2013) meneliti praktik bagi hasil pertanian 
dengan sistem muzara‟ah. Sebagaimana penelitian Erviana (2005), Iko (2008), 
dan Hermawan (2012), penelitian ini juga mengamati praktik bagi hasil pertanian, 
namun dalam bentuk muzara‟ah. Kudlori (2013) membatasi penelitian pada 
kesesuaian pelaksanaan praktik tersebut dengan kaidah fikih yang disepakati 
ulama. Sedangkan Triyawan (2012) lebih lanjut meneliti pengaruh muzara‟ah 
terhadap pendapatan petani. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa praktik 
muzara‟ah yang dilakukan sah, meskipun terdapat beberapa poin yang belum 
terpenuhi. Dalam penelitian Triyawan (2012), praktik bagi hasil yang dilakukan 
berdasarkan sistem muzara‟ah lebih menguntungkan bagi petani penggarap 
dibandingkan sistem bagi hasil pada umumnya. Sayangnya, kedua penelitian ini 
tidak membahas secara rinci seperti apa metode pengaplikasian muzara‟ah 
dalam sistem bagi hasil tersebut. 
Pendekatan yang lebih rinci mengenai metode dalam menjalankan skim 
muzara‟ah ini termaktub dalam penelitian Shafiai dan Ali (2007). Penelitian 
memaparkan tinjauan praktik muzara‟ah dalam pandangan empat mazhab 
(mazhab Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi‟i) dan pengejawantahannya 
dalam kaidah fikih yang disepakati ulama. Kemudian kaidah fikih tersebut 
dikaitkan dengan praktik muzara‟ah yang dijalankan di FELCRA Berhad. 
Hasilnya ditemukan bahwa praktik muzara‟ah yang dijalankan oleh lembaga milik 
pemerintah Malaysia tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dalam kaidah fikih 
muamalah dan muzara‟ah. 
Melengkapi penelitian sebelumnya, Shafiai (2011) kemudian menjabarkan 
perbedaan substansi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara muzara‟ah, 
musaqah, mudharabah, dan musyarakah. Dalam penelitian ini, disimpulkan 




prinsip bagi hasil, namun skema pembiayaan yang paling sesuai untuk sektor 
pertanian ialah muzara‟ah dan musaqah. Karena itu, kedepannya diharapkan 
bentuk pembiayaan yang ditawarkan untuk sektor pertanian kedepannya lebih 











3.1  Jenis Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan tergolong penelitian yang bersifat 
kualitatif. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:26), penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa 
menggunakan teknik statistik. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 
laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu (Sangadji dan Sopiah, 2010:28). 
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dimana data 
yang disajikan tersebut dianalisis dan kemudian diinterpretasi (Narbuko dan 
Achmadi, 2009:44). Penelitian dengan pendekatan deskriptif pada hakekatnya 
mencari teori, bukan menguji teori, atau menguji hipotesis maupun menjawab 
pertanyaan yang berkaitan dengan status kondisi kekinian subjek yang diteliti 
(Sangadji dan Sopiah, 2010). 
 
1.2 Jenis dan Sumber Data  
Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang berarti segala fakta dan 
angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Kurnia, 







3.2.1 Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Menurut Hasan (2002:82), “data sekunder adalah data yang diperoleh 
dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 
yang telah ada”. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-
laporan dan hasil penelitian terdahulu.  
 
3.2.2 Sumber Data 
Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka data dalam penelitian ini 
bersumber dari data dokumenter dan data kepustakaan. Indriantoro dan Supomo 
(2002:146) menjelaskan bahwa “data dokumenter adalah jenis data penelitian 
yang memuat kejadian atau transaksi”. Data ini berupa buku, jurnal ,surat-surat, 
notulen hasil rapat, dan memo dalam bentuk laporan program. Sedangkan data 
kepustakaan ialah “sumber informasi berupa bahan-bahan pustaka atau berbagai 
macam bahan bacaan dalam pepustakaan yang menghimpun berbagai informasi 
dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan” (Sangadji dan Sophia, 2002:37). 
 
3.3  Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal 
atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 
seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan, 
2002:83). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik 
dokumentasi dengan alat pengumpulan data berupa pedoman dokumentasi. 
Hasan (2002:87) menjelaskan bahawa teknik dokumentasi adalah teknik 
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun 




berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah dokumen 
(Hasan, 2002: 28). 
 
3.4 Metode Analisis 
Menurut Moleong (2001:103), analisis data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 
kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ilmiah dapat berbentuk analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang 
tidak menggunakan model aritmatik, model statistik dan ekonometerik, atau 
model-model tertentu lainnya (Hasan, 2002:97). 
Untuk rumusan masalah pertama dan kedua penulis menggunakan 
metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis data dengan menggambarkan 
fakta sebagaimana adanya dari data yang dikumpulkan (Sangadji dan Sopiah, 
2010:210). Penulis akan menyajikan apa saja jenis-jenis pembiayaan pertanian 
dan bantuan pembiayaan pertanian yang telah ada saat ini dan bagaimana 
prosedurnya. Penulis juga menjelaskan apa itu muzara‟ah dan seperti apa 
prosedur yang sesuai menurut kaidah fikih muamalah. 
Untuk rumusan masalah ketiga peneliti menggunakan analisis deskriptif 
komparatif, yaitu metode analisis data dengan memaparkan hubungan 
perbedaan antara fakta satu dengan fakta lainnya (Sangadji dan Sopiah, 
2010:210).  Peneliti melakukan pengkajian terhadap sistem muzara‟ah sesuai 
fikih dan membandingkannya dengan model bantuan pembiayaan pertanian 
yang telah tersedia saat ini. Selanjutnya peneliti mendesain konsep bantuan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Kredit Pertanian Program Pemerintah 
Pembangunan pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian 
nasional. Peran strategis tersebut digambarkan pada kontribusi nyata melalui 
pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan 
dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa dan pendapatan negara, 
serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. 
Permodalan merupakan salah satu komponen strategis dalam menunjang 
revitalisasi pertanian tersebut. Untuk mendukung penguatan modal di sektor 
pertanian, pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan pembiayaan 
pertanian. Secara garis besar, kebijakan tersebut mencakup dua hal, yaitu: (1) 
kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian dengan anggaran yang 
diprioritaskan untuk sektor pertanian dan sektor pendukungnya; dan (2) 
kebijakan pembiayaan pertanian yang mudah diakses masyarakat (Departemen 
Pertanian, 2005). 
Implementasi kedua kebijakan di atas antara lain melalui penerapan 
sejumlah program/proyek bantuan pembiayaan dalam bentuk skema kredit 
dengan insentif berupa subsidi bunga kredit maupun penjaminan kredit. Bentuk 
program/proyek tersebut diantaranya ialah Proyek Peningkatan Pendapatan 
Petani/Nelayan Kecil (P4K), Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi 
Perdesaan (DPM-LEUP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit 
Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), dan Pengembangan 




Penelitian ini hanya akan membahas tiga dari berbagai program 
pembiayaan yang telah disebutkan di atas. Ketiga program tersebut yaitu Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 
 
4.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan 
yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak 
namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan 
perbankan (www.depkop.go.id). KUR diberikan oleh perbankan dengan pola 
penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah dengan lembaga 
penjamin dan perbankan, dengan balas jasa penjaminan yang disediakan 
Pemerintah (Pedoman KUR, 2013).  
Pemanfaatan KUR digunakan untuk membiayai semua sektor usaha 
produktif termasuk sektor pertanian yang layak (feasible) tetapi belum dapat 
dilayani perbankan (bankable) dari segi agunan tambahan. Namun demikian, 
penyaluran KUR lebih diarahkan kepada UMKM-K produktif sektor hulu yaitu 
usaha di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan industri kecil. Berikut ini 
penjelasan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan KUR sebagaimana disadur 
dari Pedoman KUR 2013. 
 
4.1.1.1 Ketentuan Pokok KUR 
 
Secara umum, KUR untuk sektor pertanian diutamakan untuk mendukung 
pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, dari aspek 
pemenuhan permodalan guna mendorong pengembangan usaha lainnya. 
Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari bank pelaksana. Sebagian dari 




Persentase penjaminan oleh perusahaan penjamin untuk sektor pertanian 
sebesar 80% dari kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan. 
Penyaluran KUR dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) penyaluran 
langsung kepada debitur; (2) penyaluran tidak langsung melalui lembaga linkage. 
Khusus penyaluran KUR melalui lembaga linkage, dilakukan dengan pola 
executing dan channeling. 
Dalam penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola executing, 
lembaga linkage akan bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima 
dari bank pelaksana. Lembaga linkage tersebut diperbolehkan sedang 
memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan tetapi tidak sedang memperoleh 
kredit program pemerintah. 
Besar plafon kredit yang diberikan kepada lembaga linkage maksimum 
Rp2 miliar. Suku bunga dari perbankan kepada lembaga linkage sebesar 
maksimum 13% per tahun efektif, atau setara dengan flat per bulan sebesar 
0,57%. Sementara plafon kredit dari lembaga linkage kepada debitur maksimum 
Rp100 juta per debitur, dengan suku bunga maksimum 22% per tahun efektif, 
atau setara dengan flat per bulan sebesar 0,95%. 
Untuk penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola channeling, 
plafon dan suku bunganya mengikuti ketentuan KUR mikro dan KUR ritel. 
Berbeda dengan penyaluran KUR pola executing, pihak yang bertanggung jawab 
atas pengembalian KUR pola channeling adalah debitur KUR bersangkutan. 
Lembaga yang disetujui menjadi lembaga linkage diperbolehkan sedang 





KUR sektor pertanian dengan penyaluran langsung maupun melalui 
lembaga linkage memiliki ketentuan yang sama. Ketentuan pokok penyaluran 
KUR terdiri atas:  
1. Calon debitur KUR sektor pertanian setidaknya harus memenuhi kriteria: 
a. memiliki usaha di bidang pertanian mulai hulu, usaha primer (budidaya), 
dan hilir; 
b. tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau tidak 
sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan 
hasil Sistem Informasi Debitur (SID), kecuali debitur sedang menerima 
kredit konsumtif. 
2. Besarnya kredit/pembiayaan KUR maksimum Rp500 juta per debitur, dengan 
syarat: 
a. besarnya KUR Mikro sampai dengan Rp20 juta, dan tidak diwajibkan 
melampirkan Sistem Informasi Debitur (SID) dan tidak dipersyaratkan 
agunan tambahan; 
b. besarnya KUR Ritel lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. 
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan yaitu: 
a. suku bunga untuk KUR Mikro (kredit sampai dengan Rp20 juta) 
maksimum 22% per tahun efektif, atau setara dengan flat per bulan 
0,95%; 
b. suku bunga untuk KUR Ritel (kredit lebih dari Rp20 juta sampai dengan 
Rp500 juta) maksimum13% per tahun efektif, atau setara dengan flat per 
bulan 0,57%. 
4. Jangka waktu terhitung pemberian kredit hingga pelunasannya mencapai: 
a. maksimum tiga tahun dan dapat diperpanjang sampai enam tahun untuk 




b. maksimum lima tahun dan dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun 
untuk kredit investasi; 
c. maksimum 13 tahun untuk kredit investasi usaha perkebunan tanaman 
keras. 
Untuk dapat dipertimbangkan sebagai debitur KUR, persyaratan yang 
harus dipenuhi berbeda-beda pada tiap bank penyelenggara. Namun, syarat 
umum yang harus dipenuhi petani, peternak, maupun bidang usaha yang dapat 
diusahakan sebagai penerima (debitur) KUR antara lain sebagi berikut. 
a. Bagi petani/peternak/pekebun individu, syaratnya ialah: 
1) mempunyai identitas diri; 
2) memiliki usaha di bidang pertanian; 
3) usahanya layak (feasible) dan belum bankable; 
4) usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. 
b. Bagi kelompok tani dan gapoktan, harus merupakan binaan Dinas 
Teknis/Badan setempat, ataupun Kantor Cabang Dinas/Balai Penyuluh 
Pertanian. 
c. Bagi koperasi, syaratnya yaitu mempunyai Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga, dan mempunyai anggota yang terdiri dari 
petani. 
d. Bagi kelompok usaha, badan usaha, atau pelaku usaha agribisnis harus 
yang memiliki usaha di bidang pertanian, atau lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
 
4.1.1.2 Prosedur Pengajuan KUR 
 
Secara garis besar, prosedur pengajuan KUR diawali dengan 




kredit lainnya di bank. Rencana kebutuhan kredit tersebut kemudian 
dikosultasikan dengan pihak pendamping seperti balai penyuluh pertanian atau 
penyuluh pertanian setempat. Selanjutnya calon debitur membawa rencana 
kebutuhan kredit yang telah dikonsultasikan ke kantor cabang/kantor cabang 
pembantu bank pelaksana terdekat. Bank pelaksana kemudian melakukan 
penilaian kelayakan usaha debitur dan memberikan persetujuan kredit apabila 
usulan calon debitur tersebut dirasa layak dan telah memenuhi syarat.  
Penjelasan mekanisme dan tata cara (prosedur) pengajuan KUR yang 
lebih rinci dideskripsikan pada gambar berikut ini. 
 
Gambar 4.1 Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan KUR 
 
Sumber: Pedoman KUR Pertanian 2013, Direktorat Pembiayaan Pertanian 
 
Keterangan: 
a. Petani/peternak/pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi, kelompok 
usaha dan pelaku agribisnis lainnya selaku calon debitur menyusun 




b. Rencana kebutuhan kredit/pembiayaan di sektor pertanian dapat 
dikonsultasikan kepada dinas teknis/badan, cabang dinas teknis, Balai 
Penyuluhan Pertanian atau penyuluh pertanian setempat. 
c. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan 
langsung kepada perbankan yang dilampiri dengan rencana penggunaan 
kredit/pembiayaan yang sudah dikonsultasikan oleh dinas teknis/badan, 
cabang dinas teknis, atau Balai Penyuluhan Pertanian. 
d. Petani/peternak/pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi, kelompok 
usaha, dan pelaku agribisnis lainnya yang merupakan calon debitur yang 
membutuhkan kredit/pembiayaan dapat menghubungi kantor cabang/ 
kantor cabang pembantu bank pelaksana terdekat. 
e. Bank pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur. 
f. Jika usulan debitur dinilai memenuhi syarat oleh perbankan, maka akan 
diberikan persetujuan kredit. Keputusan pencairan kredit/pembiayaan 
berada di bank pelaksana. 
g. Lembaga linkage bisa mengajukan kredit kepada bank pelaksana untuk 
disalurkan kembali kepada UMKM. 
h. Lembaga linkage yang memenuhi syarat yang ditetapkan bank pelaksana, 
dapat meneruskan kredit kepada calon debitur UMKM, baik dengan pola 
executing ataupun channeling. 
i. Pengembalian kredit dapat dibayarkan langsung kepada bank oleh pelaku 








4.1.2 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI. Oleh karenanya, mulai tahun 
2000 diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan sumber dana 
berasal dari perbankan dengan subsidi suku bunga bagi petani dan peternak 
yang disediakan oleh pemerintah (Pedoman KKPE, 2014). 
Dalam perkembangannya, KKP mengalami penyesuaian dari tahun ke 
tahun. Mulai Oktober 2007 KKP disempurnakan menjadi Kredit Ketahanan 
Pangan dan Energi (KKPE). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi 
ketergantungan energi berbahan baku fosil melalui pengembangan bahan baku 
energi alternatif yang berbasis energi nabati, yaitu energi berbasis ubi kayu dan 
tebu. 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKPE 
adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan,dan diberikan melalui 
Kelompok Tani dan/Koperasi (www.bi.go.id). KKPE merupakan skim kredit yang 
ditetapkan pemerintah dengan pola penyaluran executing, dan dilaksanakan 
dengan dukungan bank pelaksana yang ditunjuk pemerintah, yang terdiri dari 
delapan bank umum dan 14 Bank Pembangunan Daerah (BPD). 
Komitmen/plafon KKPE yang disediakan Bank secara nasional sebesar 
Rp8,378 triliun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan Rp2,282, 
hortikultura Rp734,830 miliar, perkebunan Rp2,984 triliun, peternakan Rp2,072 
triliun, dan pengadaan pangan Rp312,980 miliar (Pedoman KKPE, 2014). Alokasi 
plafon KKPE per sub sektor per wilayah (provinsi) berbeda-beda, tergantung 




Departemen Pertanian mengeluarkan tata cara pelaksanaan KKPE yang 
harus dipenuhi secara umum. Bagian berikut akan menjelaskan ketentuan-
ketentuan dalam pelaksanaan KKPE sebagaimana yang diatur dalam Pedoman 
KKPE 2014. 
 
4.1.2.1 Ketentuan Pokok KKPE 
Sebagaimana bantuan pembiayaan dengan skim KUR, sumber dana 
dalam skim  KKPE juga berasal dari bank pelaksana. Namun, berbeda dengan 
skim KUR, risiko KKPE ditanggung sepenuhnya oleh bank pelaksana. Oleh 
karena itu, keputusan akhir persetujuan kredit menjadi kewenangan bank 
bersangkutan. Peran pemerintah pada skim  ini menyediakan subsidi suku bunga 
dan risk sharing untuk komoditas tertentu, yang disepakati oleh Pemerintah dan 
perusahaan penjamin. 
Untuk menjamin terlaksananya penyaluran KKPE yang produktif, maka 
pemerintah menetapkan beberapa ketentuan pokok yang harus dipertimbangkan 
sebelum menyetujui penyaluran KKPE. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain 
meliputi hal-hal berikut. 
1. Debitur yang dapat dipertimbangkan menjadi peserta KKPE antara lain: 
a. petani, dalam rangka pengembangan tanaman palawija dan padi-padian; 
b. petani, dalam rangka pengembangan hortikultura; 
c. petani, dalam rangka pengembangan perkebunan; 
d. peternak, dalam rangka pengembangan peternakan; 
e. Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan koperasi, dalam rangka 
pengadaan gabah, jagung dan/atau kedelai; dan 
f. Kelompok Tani, dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin 




2. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum empat Ha dan tidak melebihi 
plafon kredit Rp100 juta per petani/peternak/pekebun. 
3. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp50 
juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain 
sesuai ketentuan Bank Pelaksana. 
4. Komitmen/plafon KKPE yang disediakan Bank secara nasional sebesar 
Rp8,378 triliun yang meliputi: 
a. sub sektor tanaman pangan Rp2,282; 
b. hortikultura Rp734,830 miliar; 
c. perkebunan Rp2,984 triliun; 
d. peternakan Rp2,072 triliun; dan 
e. pengadaan pangan Rp312,980 miliar. 
5. Suku bunga yang diberlakukan untuk bantuan pinjaman tersebut: 
 
Tabel 4.1 Tingkat Bunga Bank, Tingkat Bunga Peserta KKPE, dan  
          Subsidi Bunga. 
 
 
Sumber: Pedoman KKPE 2014, Direktorat Pembiayaan Pertanian 
 
 
Debitur KKPE merupakan petani/pekebun/peternak perseorangan, 
maupun yang bergabung dalam suatu kelompok tani dan koperasi. Syarat untuk 
tiap jenis debitur tersebut berbeda-beda. Syarat umum yang harus dipenuhi 
petani, kelompok tani, maupun koperasi untuk dapat diusahakan sebagai debitur 




1. Persyaratan umum bagi petani individu penerima KKPE ialah: 
a. petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri; 
b. petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan/atau menjadi anggota 
Kelompok Tani; 
c. menggarap sendiri lahannya (petani pemilik lahan garapan) atau 
menggarap lahan orang lain (petani pengggarap); 
d. apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan 
dari pemilik lahan yang diketahui Kepala Desa; 
e. petani peserta paling kurang berumur 21 tahun atau sudah menikah; 
f. bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi 
penyuluhan atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan 
sebagai peserta KKPE. 
2. Persyaratan umum penerima KKPE bagi kelompok tani ialah: 
a. kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan/atau 
bekerja sama dengan mitra usaha agar membuat kesepakatan secara 
tertulis dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pihak-pikah yang 
bermitra; 
b. Kelompok Tani telah terdaftar pada Dinas Teknis/Badan setempat; 
c. mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat 
dibiayai KKPE; 
d. mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal terdiri atas 
ketua, sekretaris, dan bendahara; 
e. mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota. 
3. Persyaratan umum penerima KKPE bagi koperasi ialah: 
a. berbadan hukum; 




c. memenuhi persyaratan dari bank teknis; 
d. memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan 
e. memiliki bidang usaha di sektor pertanian. 
Pelaksanaan program KKPE didampingi oleh mitra usaha, yang tugas 
umumnya membantu debitur (petani dan kelompok tani) dalam pengurusan 
administrasi dan pelaksanaan kegiatan produksi dengan teknologi anjuran 
Balai/Penyuluh Pertanian. Syarat dan kewajiban umum mitra usaha pelaksana 
KKPE dipaparkan berikut ini. 
1. Syarat menjadi mitra usaha: 
a. berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman 
pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan atau di bidang 
pengolahan energi lain; 
b. bermitra dengan petani/kelompok tani/gapoktan dan atau koperasi. Jika 
mitra usahanya koperasi harus bermitra dengan petani/kelompok 
tani/gapoktan; 
c. bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (avalis) 
sesuai kesepakatan antara petani/kelompok tani/gapoktan dan atau 
koperasi, denan mitra usaha dibuat secara tertulis dalam bentuk 
perjanjian kerja sama sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bermitra. 
2. Kewajiban sebagai mitra usaha: 
a. membantu kelompok tani menyusun rencana usaha yang dituangkan 
dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 
b. menandatangani RDKK yang disusun oleh kelompok tani; 
c. mendorong kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan 




d. membina kelompok tani/gapoktan dan atau koperasi di wilayah kerjanya 
guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat; 
e. mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKPE; 
f. menampung dan atau mengolah hasil produksi dari kelompok tani/ 
gapoktan/koperasi; 
g. menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian 
kredit kelompok tani/gapoktan dan atau koperasi apabila mitra usaha 
sebagai avalis; 
h. melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait setempat; 
i. membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama antara kelompok 
tani/gapoktan dan atau koperasi. 
 
4.1.2.2 Prosedur Penyaluran KKPE 
Prosedur awal pengajuan permohonan KKPE sama untuk semua 
kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani/peternak/pekebun secara individu, 
kelompok tani secara mandiri, atau yang bekerja sama dengan mitra usaha. 
Petani/peternak/pekebun, kelompok tani/koperasi yang membutuhkan 
pembiayaan KKPE wajib melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha 
(RKU) atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar 
perencanaan kebutuhan KKPE, dengan memperhatikan kebutuhan indikatif yang 
telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, prosedur penyaluran KKPE dipaparkan 





Gambar 4.2 Prosedur Penyaluran KKPE Kepada Petani/Peternak/Pekebun 
Secara Individu atau Kelompok Tani/Koperasi Secara 
Langsung ke Bank 
 
 
         Sumber: Pedoman KKPE 2014, Drektorat Pembiayaan Pertanian. 
          
Keterangan: 
1) Petani/ peternak/ pekebun yang langsung mengajukan kredit secara 
individu menyusun Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) dan atau bagi 
kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 
dibantu oleh Petugas Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian; 
2) Pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan atau Penyuluh 
Pertanian terkait mensahkan RKU dan RDKK; 
3) Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) petani/peternak/pekebun dan atau 
RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke bank pelaksana; 
4) Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen usulan kredit, dan 
apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan 
petani/peternak/pekebun yang langsung mengajukan kredit atau melalui 
kelompok tani, kemudian menyalurkan KKPE kepada kelompok tani; 




6) Petani/peternak/pekbun yang secara individu langsung mengembalikan 
kredit kepada bank pelaksana sesuai jadwal, dan bila melalui kelompok 
tani anggota mengembalikan kepada kelompok tani; 
7) Kelompok tani mengembalikan KKPE langsung kepada bank pelaksana 
sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit. 
 
Gambar 4.3 Prosedur Penyaluran KKPE oleh Petani/Kelompok Tani/ 
Koperasi yang Bekerja Sama dengan Mitra Usaha 
 
 
Sumber: Pedoman KKPE 2014, Direktorat Pembiayaan Pertanian. 
 
Keterangan: 
1) Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha dan kelompok tani 
menyusun RDKK dibantu oleh Petugas Dinas Teknis/Badan 
setempat/Penyuluh Pertanian; 
2) Pejabat yang diberi kuasa Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh 
Pertanian terkait mensahkan RKU atau RDKK yang diketahui oelh mitra 
usaha; 
3) RKU/RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke bank pelaksana; 
4) Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RKU/RDKK, dan apabila 
dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan 





5) Dalam hal petani/kelompok tani/koperasi bekerja sama dengan mitra 
usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta yang memiliki 
usaha bidang pertanian), maka mitra usaha dapat bertindak sebagai 
penjamin pasar atau kredit (avalis) sesuai perjanjian pihak yang bermitra. 
Jika mitra usaha berbentuk koperasi maka koperasi bertindak sebagai 
penjamin pasar atau kredit (avalis) terhadap anggotanya; 
6) Mitra usaha menjamin pemasaran hasil produksi petani/kelompok 
tani/koperasi dan membantu kelancaran pengembalian kreditnya yang 
berkoordinasi dengan bank pelaksana; 
7) Petani/kelompok tani/koperasi mengembalikan KKPE langsung kepada 
bank pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit. 
 
 4.1.3 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 
Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program 
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di bawah koordinasi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan 
berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PNPM-Mandiri 
adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. 
PUAP adalah bentuk fasilitas bentuan modal usaha bagi petani anggota, 
baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani 
yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Pedoman 
PUAP, 2013). Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, 
Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasi 




Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk 
penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang 
maksimal dalam pelaksaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh 
Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP 
diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan 
dikelola oleh petani. 
PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi 
produktif yang diusahakan petani di pedesaan. PUAP dilaksanakan secara 
terintegrasi dengan kegiatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun 
Kementerian/Lembaga di bawah payung program PNPM-Mandiri. Bagian 
selanjutnya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan PUAP sebagaimana diatur 
dalam Pedoman PUAP 2013. 
 
4.1.3.1 Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan PUAP 
Sedikit berbeda dengan skema kredit pertanian KUR dan KKPE, BLM 
PUAP merupakan bentuk bantuan pembiayaan pertanian yang bertujuan untuk 
penguatan modal kelompok. Oleh karenanya, BLM PUAP hanya diberikan 
kepada petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, 
maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan). 
BLM PUAP berperan mendukung Empat Sukses Kementerian Pertanian, 
yaitu: (1) swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) diversifikasi pangan; 
(3) nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraan 
petani. Untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada 
Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani, maka pemerintah 




 Pola dasar merupakan elemen yang harus dipenuhi demi keberhasilan 
program PUAP. Elemen dalam pola dasar tersebut meliputi:  
1. keberadaan gapoktan; 
2. keberadaan Penyuluh Pendamping dan PMT sebagai pendamping; 
3. penyaluran dan BLM kepada petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani, 
dan rumah tangga tani; dan 
4. pelatihan bagi petani, pengurus gapoktan, dan lain-lain. 
 Strategi dasar PUAP terdiri dari sejumlah langkah taktis yang bertujuan 
untuk mendukung tercapainya tujuan program PUAP, yakni percepatan 
pengembangan usaha ekonomi yang produktif di perdesaan. Strategi dasar 
tersebut meliputi: 
1. optimalisasi potensi agribisnis di Desa Miskin yang terjangkau; 
2. fasilitas modal usaha bagi petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani 
miskin; 
3. penguatan kelembagaan gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola 
dan dimiliki oleh petani; dan 
4. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP. 
 Untuk menjamin tercapainya strategi-strategi tersebut, maka disusun pula 
langkah-langkah praktis yang terangkum dalam strategi operasional PUAP. 
Strategi operasional tersebut disusun sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin 
berikut ini. 
1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui: 
a) pelatihan bagi petugas tim teknis kecamatan, kabupaten/kota sebagai 
pendamping dan pembina PUAP; 
b) rekrutmen PMT; 




d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT. 
2. Optimalisasi potensi agribisnis di Desa Miskin yang terjangkau dilaksanakan 
melalui: 
a) identifikasi potensi desa; 
b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya, dan hilir) unggulan; dan 
c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis 
unggulan. 
3. Fasilitas modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani 
miskin kepada sumber permodalan dilaksnakan melalui: 
a) penyaluran dana BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui gapoktan; 
b) pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi; 
c) fasilitas pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya. 
4. Penguatan kelembagaan gapoktan dilaksanakan melalui: 
a) pendampingan gapoktan oleh penyuluh pendamping; 
b) pendampingan oleh PMT di setiap kabupaten/kota; dan 
c) fasilitas peningkatan kapasitas gapoktan menjadi lembaga ekonomi yang 
mempunyai unit-unit usaha dan dimiliki serta dikelola petani. 
 
4.1.3.2 Seleksi Desa dan Gapoktan Penerima PUAP 
Sama halnya dengan program KUR dan KKPE, calon debitur (dalam hal 
ini gapoktan) harus memenuhi beberapa kriteria umum untuk dapat 
dipertimbangakan sebagai calon penerima BLM PUAP. Kriteria yang harus 
dipenuhi gapoktan tersebut yaitu:  
1) memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis; 




3) pengurus gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau 
Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah. 
Dalam program PUAP kriteria debitur tidak hanya ditentukan berdasarkan 
kondisi Gapoktan calon penerima BLM PUAP saja, melainkan desa calon lokasi 
pelaksana PUAP pun turut diperhatikan. Untuk dapat dipertimbangkan sebagai 
calon penerima BLM PUAP, suatu desa setidaknya harus memiliki kriteria: 
1) desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin; 
2) memiliki gapoktan yang sudah aktif; 
3) belum memperoleh dana BLM PUAP. 
Tidak hanya itu, jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota yang 
ditentukan oleh Tim PUAP Pusat harus dilakukan dengan mempertimbangkan: 
1) alokasi Dana Pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh 
kabupaten/kota; 
2) jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya; 
3) jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP; dan 
4) potensi integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya. 
 Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan satu gapoktan 
penerima dana BLM PUAP. Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon 
penerima dana BLM PUAP harus mengisi formulir usulan yang telah ditetapkan, 
dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 
Koordinator penyuluh setempat. 
 
4.1.3.3 Tahapan Pengusulan Desa, Gapoktan,dan Pengurus Calon Penerima 
Dana Bantuan Langsung PUAP 
 
Desa, gapoktan, dan pengurus calon penerima BLM PUAP dapat 
diusulkan melalui: (1) bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk; (2) aspirasi 




Tahapan pengusulan desa, gapoktan, dan pengurus calon penerima BLM PUAP 
adalah sebagai berikut: 
1. Tim Teknis Kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi desa, 
gapoktan, dan pengurus calon penerima BLM PUAP mengacu kepada 
kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan; 
2. Hasil identifikasi dan verifikasi desa, gapoktan, dan pengurus oleh Tim 
Teknis Kecamatan selanjutnya diusulkan kepada Tim Teknis 
Kabupaten/Kota, kemudian diusulkan kepada bupati/walikota atau pejabat 
yang ditunjuk; 
3. Desa, gapoktan, dan pengurus calon penerima BLM PUAP yang 
diusulkan dari aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian disampaikan langsung kepada Tim PUAP Pusat; 
4. Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap seluruh usulan dari 
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat, dan Unit 
Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya disusun daftar 
desa, gapoktan, dan pengurus calon penerima dana BLM PUAP; 
5. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan desa, gapoktan, 
dan pengurus calon penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP pusat. 
Setelah pengusulan desa, gapoktan, dan pengurus calon penerima dana 
BLM PUAP yang memenuhi syarat telah diterima, maka desa, gapoktan, dan 
pengurus penerima dana BLM PUAP akan ditetapkan dengan prosedur berikut: 
1. Tim PUAP Pusat melakukan overlay terhadap daftar desa, gapoktan, dan 
pengurus calon penerima dana BLM PUAP menjadi Daftar Nominasi 
Sementara (DNS) yang meliputi daftar desa, gapoktan, dan pengurus 




2. Daftar Nominasi Sementara (DNS) desa, gapoktan, dan pengurus calon 
penerima dana BLM PUAP tersebut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian selaku Ketua Tim Pelaksana PUAP Pusat sebagimana 
dimaksud angka 1 disampaikan kepada Tim Teknis PUAP 
Kabupaten/Kota melalui Tim Pembina PUAP Provinsi untuk diverifikasi 
yang meliputi desa, gapoktan, dan pengurus (ketua, sekretaris, dan 
bendahara) gapoktan. 
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi DNS kepada 
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana selaku Ketua Tim Pelaksana 
PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim 
Pembina PUAP Provinsi. 
4. Berdasarkan hasil verifikasi DNS, Direktur Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menetapkan gapoktan 
penerima dana BLM PUAP. 
5. Desa, gapoktan, dan pengurus yang telah sesuai dengan DNS dilakukan 
pemberkasan dokumen, sedangkan yang belum sesuai diusulkan untuk 
direvisi. 
Untuk lebih jelasnya, alur penetapan desa, gapoktan, dan pengurus BLM 





Gambar 4.4 Alur Penetapan Desa, Gapoktan, dan Pengurus PUAP 
 






4.1.3.4 Tata Cara dan Prosedur Penyaluran Dana BLM PUAP 
Dalam tata cara penyaluran dana BLM PUAP, terdapat dua tahapan 
penting yaitu penyusunan Rencana Usaha Bersama dan verifikasi dokumen 
gapoktan. Rencana Usaha Bersama (RUB) merupakan konsep naskah yang 
berisi rencana kebutuhan dana untuk menjalankan usaha dalam satu gapoktan. 
Penyusunan RUB dilakukan dengan tahapan berikut: 
1. RUB disusun oleh gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha 
agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan 
memperhatikan usaha yang dapat menunjang empat Sukses 
Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada 
berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Nilai Tambah, Daya Saing, 
dan Ekspor; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
2. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif 
petani, yaitu: a) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan, perkebunan; dan b) usaha non budidaya meliputi usaha 
industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan 
usaha lain berbasis pertanian; 
3. RUB disusun oleh gapoktan dibantu oleh Penyuluh Pendamping. 
Selanjutnya RUB diverifikasi oelh PMT untuk disetujui oleh Tim Teknis 
Kabupaten/Kota; dan 
4. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina 
PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi bersama dengan dokumen 
administrasi pendukung, antara lain: a) Perjanjian Kerja Sama; b) Pakta 
Integritas; c) Berita Acara; d) Surat Perintah Kerja (SPK); e) Nomor 




bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh 
ketua gapoktan. 
Dokumen RUB yang telah disampaikan kepada Tim Pembina PUAP 
provinsi selanjutnya akan diperiksa untuk proses verifikasi. Proses verifikasi RUB 
beserta dokumen administrasi pendukung dilakukan dengan tahapan berikut: 
1. Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi meneliti dan 
memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung 
lainnya, yang diusulkan oleh gapoktan; 
2. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang tidak memenuhi syarat 
dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP 
kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi; dan 
3. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah 
dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen 
kemudian disampaikan kepada Direktur Pembiayaan Pertanian, 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Tim 
Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi. 
Apabila kelengkapan dokumen telah terverifikasi dan RUB dinyatakan 
memenuhi syarat, selanjutnya Direktur Pembiayaan Pertanian akan melakukan 
proses penyaluran dana BLM PUAP. Tahapan dalam proses tersebut sebagai 
berikut: 
1. Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PKK pada Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian, melakukan proses penyaluran dana 
BLM PUAP kepada gapoktan, sesuai dengan persyaratan dan 
kelengkapan dokumen gapoktan yang telah ditetapkan; 
2. Penyaluran dana BLM PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran 




3. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran: 
a) ringkasan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana 
tentang penetapan desa dan gapoktan penerima dana BLM PUAP; 
b) rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Provinsi; 
c) kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua Gapoktan dan 
diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kebupaten/Kota dengan meterai 
Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 
4. Penyaluran dana BLM PUAP dari KPPN Jakarta V ke rekening gapoktan 
melalui penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. 
Untuk lebih jelasnya, mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluran 
dana BLM PUAP dipaparkan pada skema berikut: 
 
Gambar 4.5 Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Penyaluran Dana BLM 
PUAP 
 




4.1.4 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program 
Pada program bantuan kredit pemerintah dilakukan pengawasan, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Tindakan ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa sasaran dan tujuan dari program-program tersebut  dapat 
terjapai sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Untuk program PUAP misalnya, dalam pelaksanaannya dilakukan 
pengawasan interen oleh Aprata Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 
Kementerian Pertanian, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 
Pengawasan interen meliputi seluruh proses kegiatan audit, peninjauan kembali, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (Pedoman PUAP, 2013).  
Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, 
pemantauan/pengawalan, dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan 
PUAP. Sementara pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana 
PUAP dipercayakan kepada kepala desa/lurah dan kepala BPP. Dalam 
melakukan pengawasan ini, kepala desa/lurah dapat membentuk tim pengawas 
dengan tugas dan fungsi sebagimana dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) 
dalam penyaluran dana BLM (Pedoman PUAP, 2013). 
Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 
Monitoring Evaluasi (Pokja Monev) yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana 
PUAP Pusat. Evaluasi terhadap pelaksanaan PUAP mencakup evaluasi awal, 
evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan, dan evaluasi akhir. Evaluasi ini 
dilaksanakan oleh Tim Pembina Provinsi di tingkat provinsi, dan Tim Teknis 




Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini nantinya 
dilaporkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi kepada 
Tim PUAP Pusat. Selain laporan reguler, Tim Teknis kabupaten/kota, Tim 
Pembina Provinsi, dan Tim PUAP Pusat membuat laporan akhir tahun untuk 
dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM-Mandiri (Pedoman PUAP, 2013). 
Untuk program KKPE, selain pengawasan yang dilakukan oleh Tim 
Monev di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, pengawasan (monitoring) juga 
dilakukan dengan berkoordinasi dengan cabang bank pelaksana setempat. 
Selain itu, bank pelaksana juga berkewajiban menyusun dan menyampaikan 
laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal 
Prasana dan Sarana Pertanian, dan Kementerian Pertanian paling lambat 
tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin. Sementara cabang bank pelaksana 
berkewajiban menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan 
pengembalian KKPE yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan 
dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya 
tanggal 10 bulan berikutnya (Pedoman KKPE, 2014). 
Selain kegiatan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan program, 
dalam bantuan kredit pemerintah juga dilakukan program pembinaan. Program 
pembinaan ini ditujukan antara lain untuk: (1) menginventarisasi petani/peternak/ 
pekebun dan kelompok tani yang memerlukan bantuan kredit; (2) membimbing 
petani/peternak/pekebun dan kelompok tani dalam penyusunan proposal 
pengajuan dana dan laporan pertanggungjawaban; (3) melakukan sosialisasi 
program di tingkat lapangan; (4) membimbing dan mendampingi petani/peternak/ 
pekebun yang mengajukan kredit program ke bank pelaksana; (5) membimbing, 
mendampingi, dan mengawal petani/peternak/ pekebun dan kelompok tani dalam 




memberikan pemahaman kepada petani/peternak/pekebun dan kelompok tani 
bahwa kredit yang diterima wajib dikembalikan sesuai jadwal (Pedoman KKPE 
2014; Pedoman PUAP 2013). 
 
4.2 Kaidah Fikih dalam Praktik Muzara’ah  
4.2.1 Perbedaan Konsep Muzara’ah  dan Mudharabah  
Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah “ proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha” (Antonio, 2001:95). 
Dalam sumber lain (Al-Jaziri, 1994:66) disebutkan bahwa mudharabah 
berasal dari akar kata adh dharb yang artinya pergi. Penjelasannya ialah karena 
berniaga itu pada umumnya mewajibkan untuk pergi, sebagaimana firman Allah 
Ta‟ala dalam surah An Nisaa‟: 101: “Dan apabila kamu bepergian di muka 
bumi...”. 
Mudharabah juga disebut qiradh dan muqaradhah dari akar kata al qardh 
yang artinya memotong. Istilah ini digunakan karena dalam mudharabah pemilik 
modal memotong sebagian keuntungan, demikian pula orang yang meniagakan 
memotong keuntungan yang diperoleh dari usahanya untuk diberikan kepada 
pemilik modal (Al-Jaziri, 1994:66). 
Menurut Al-Jaziri (1994:66) mudharabah secara etimologi (bahasa) ialah 
suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan 
modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian 
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya,sedang 
kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan menurut ahli fikih, 
mudharabah ialah akad perjanjian kerja sama antara dua orang dimana salah 




meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan 
seperti separuh atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang 
ditentukan. 
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001:95). Keuntungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 
itu bukan akibat kelalaian pengelola.  
Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, mudharabah ialah 
akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) 
menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan 
kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana. 
Landasan syariah praktik mudharabah sebagaimana disebutkan dalam 
Antonio (2001:95-96) antara lain sebagai berikut: 
1. Landasan dari Alquran: 
“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencati sebagian karunia 
Allah SWT ... “ (QS al-Muzzammil: 20). 
 
“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaralah kamu di muka bumi dan 
carilah karunia Allah SWT ...” (QS al-Jumu‟ah: 10). 
 
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ... “ (QS 
al-Baqarah: 198). 
 
Yang menjadi argumen dari surah al-Muzammil:20 adalah kata 
yadhibun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti 
melakukan suatu pekerjaan usaha. Sedangkan surah al-Jumu‟ah:10 dan 
al-Baqarah:198 menjelaskan tentang anjuran bagi kaum muslimin untuk 




2. Landasan dari hadis: 
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas  bin Abdul Muthalib jika 
memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan 
dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 
atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan 
bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut 
kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam., dan Rasulullah pun 
membolehkannya” (HR Ath Thabrani). 
 
“Dari Shalih bin Shuhaib radhiallahu „anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beri 
secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No.2280). 
 
3. Landasan dari ijmak ulama yaitu Imam Zailai telah menyatakan bahwa 
para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta 
yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan 
pesan dari hadis yang dikutip Abu Ubaid. 
 
Sebagaimana dalam transaksi syariah lainnya, dalam mudharabah 
terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi dalam menjamin sahnya 
pelaksanaan kontrak mudharabah. Rukun tersebut (Wiroso, 2011:327) yaitu:  
a. Orang yang berakad, yaitu pemilik modal (dhahibul maal) dan pelaksana 
atau usahawan (mudharib). 
b. Modal (maal); 
c. Kerja atau usaha (dharabah); 
d. Keuntungan (ribb); dan 
e. Ijab kabul (shighat). 
Seperti halnya muzara‟ah, mudharabah tergolong dalam transaksi 
muamalah syariah berbasis bagi hasil (profit sharing). Bedanya, muzara‟ah 
merupakan bagi hasil yang bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari hasil 
usaha pertanian, sedangkan mudharabah merupakan kontrak syariah dengan 
bagi hasil yang bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha 




Perbedaan lainnya yaitu dari segi tanggungan masing-masing pihak 
dalam kontrak. Pada kontrak muzara‟ah, tanggungan atau sumbangsih yang 
diberikan pihak pertama ialah tanah dan atau bibit dan alat-alat pertanian. 
Sementara pihak kedua bertanggung jawab atas pekerjaan (tenaga atau keahlian) 
dan atau bibit dan alat-alat pertanian. Tidak ada modal dana kas dalam kontrak 
ini. 
Sedangkan dalam kontrak mudharabah, pihak pertama bertanggung 
jawab atas seluruh dana yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Sementara 
pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (tenaga atau keahlian). 
Jadi, modal yang digunakan dalam kontrak ini berupa dana kas. 
Dengan demikian, apabila dijelaskan secara ringkas maka muzara‟ah dan 
mudharabah secara konsep sama, yaitu aktivitas muamalah berbasis bagi hasil. 
Bedanya, muzara‟ah merupakan kerja sama berbasis bagi hasil atas hasil 
pertanian (harvest-yield profit sharing), sedangakan mudharabah merupakan 
kerja sama berbasis bagi hasil atas modal kas (trust financing, trust investment). 
 
4.2.2 Definisi Muzara’ah 
Muzara‟ah diambil dari akar kata zara‟a yang artinya menumbuhkan 
(Muslich, 2010:391). Dari sumber lain, disebutkan bahwa muzara‟ah berasal dari  
kata az-zar‟u, yang berarti menabur benih di tanah, atau menumbuhkan (Al Jaziri, 
1994:15).  
Secara etimologi, muzara‟ah berarti kerja sama di bidang pertanian 
antara pihak pemilik tanah dengan penggarap (Ghazaly, 2012:114). Sedangkan 
secara terminologi, muzara‟ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah 
pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dan 




berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau 
berdasarkan adat atau kebiasaan (Muslich, 2010:392).  
Disamping itu, terdapat beberapa definisi muzara‟ah menurut ulama 
empat madzhab yaitu: 
1. Menurut Hanafiyah, muzara‟ah ialah: “suatu akad perjanjian pengolahan 
tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu” (Al 
Jaziri, 1993:18). 
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan: “pemilik tanah yang baik untuk ditanami 
menyerahkan tanahnya kepada penggarap yang akan melaksanakan 
penggarapan dan memberikan kepadanya benih untuk ditanam” (Al Jaziri, 
1993:20). 
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai: “suatu akad yang batal, kalau 
tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. Muzara‟ah 
yang dibolehkan adalah berdasarkan upah” (Ash Shiddieqy, 1997:425). 
4. Imam Syafi‟i mendefinisikannya sebagai: “penggarapan sawah/ladang 
dengan upah sebagian dari hasil, semua biaya dan bibit dari pemilik 
tanah” (As Syafi‟i, 2009:222). 
Dari definisi yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa muzara‟ah 
adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu 
pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, 
untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka. Bagi 
hasil dilakukan dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua 







4.2.3 Hukum Praktik Muzara’ah 
Para ulama fikih berbeda pendapat tentang kebolehan dilakukannya kerja 
sama dalam bentuk muzara‟ah. Sebagian ulama fikih membolehkannya, 
sebagian yang lain tidak membolehkan praktik muzara‟ah. Namun, menurut 
kebanyakan ulama fikih hukumnya boleh (Ghazaly, 2012:118). 
Para ulama fikih yang melarangnya antara lain Imam Abu Hanifah, Zufar, 
dan Imam Syafi‟i (Muslich, 2010:394). Dasar yang dijadikan pegangan dalam 
pelarangan ini ialah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim berikut: 
“ Rofi‟ bin Khadij radhiallahu'anhu berkata: “Pada masa Rasulullah 
shalallahu'alaihi wassalam, banyak kami jadikan tanah sebagi perkebunan, lalu 
kami menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat atau dengan hasil 
perkebunan itu. Kemudian pada suatu hari datang seorang laki-laki dari desa 
(orang awam), orang itu berkata: „Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam 
melarang kami mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kami. Beliau melarang 
kami menyewakan kebun kami dengan sepertiga atau seperempat hasil atau 
menyewakannya dengan hasil tanah yang tertentu. Tetapi beliau menyuruh 
pemilik tanah agar menanaminya (mengerjakannya) sendiri, atau menyuruh 
orang agar menanaminya. Dan beliau tidak suka menyewakannya (dengan 
persewaan dari hasil tanah) dan lain sebagainya.‟” 
 
Berdasarkan hadis tersebut, Imam Syafi‟i (dalam Bhigha, Tanpa 
Tahun:216) melarang muzara‟ah yang mana seseorang menyerahkan tanahnya 
kepada orang lain agar mengerjakan/menanaminya, dengan syarat upah 
sebagian dari hasil tidak dibolehkan. Jika menyewakannya dengan emas atau 
perak atau disewakan dengan bahan makanan dengan bagian tertentu, maka 
muzara‟ah seperti ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan dengan berpegang pada dalil 
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagaimana dikutip dalam Suhendi 
(2013:156):  
“ Dari Rafi‟ radhiallahu'anhu, Nabi shalallahu'alaihi wassalam bersabda: “Yang 
boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka 
dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, 
maka dialah yang menanaminya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan 
emas atau perak.” 
 
Disisi lain, beberapa ulama fikih yang membolehkan muzara‟ah antara 




(Muslich, 2010:395). Mereka berpegang pada dalil yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 
“ Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhu bahwa: “Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam 
melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk khaibar dengan 
imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan 
maupun tanaman.” 
 
Imam Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip dari Fauzan (2005:477), 
menjelaskan bahwa kisah Khaibar tersebut merupakan dalil kebolehan musaqah 
dan muzara‟ah. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri bekerja sama 
dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini dan tersebut terus berlangsung hingga 
menjelang wafatnya Rasulullah shalallahu‟alaihi wasallam, serta tidak ada 
nasakh (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Dijelaskan 
pula bahwa para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut.  
Penjelasan Imam Ibnul Qayyim tersebut dikuatkan pula oleh atsar 
(perkataan sahabat Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam) dari Abu Ja‟far yang 
dijadikan sebagai ijmak oleh para pendukung muzara‟ah. Atsar tersebut 
sebagaimana dikutip dari Al Jaziri (1994:44) berbunyi: 
“ Diriwayatkan dari Abu Ja‟far, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi 
Thalib radhiallahu'anhu berkata: “Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wassalam 
pernah melakukan kerja sama pengolahan kebun dengan imbalan sebagian dari 
hasilnya pada penduduk Khaibar. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Usman dan 
Ali, kemudian keluarga mereka hingga dewasa ini. Mereka memberikan imbalan 
sepertiga hasilnya atau seperempatnya ”.  
 
Berdasarkan atsar tersebut, Fauzan (2005:478) menyebutkan bahwa 
seperti halnya pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah berpendapat kerja sama 
ini dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin di masa kekhalifahan mereka serta tidak 
ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehannya menjadi 
ijmak.  
Mengenai dalil kerja sama tanah Khaibar, Al-Jaziri (1994:45) menjelaskan 




a. bahwasanya kerja sama seperti itu khusus pada tanah yang telah ada 
kurma sebagaimana kebiasaan yang ada di tanah Khaibar; dan 
b. bahwasanya kerja sama tersebut bisa dilakukan pada tanah yang bersifat 
umum, baik sudah ditanami atau belum ditanami. 
Dua hal yang terkandung dalam dalil kerja sama di tanah Khaibar 
tersebut kemudian dikenal dengan muzara‟ah dan musaqah. Apabila tanah 
dipersewakan dengan sistem bagi hasil, maka disebut muzara‟ah. Apabila 
sebuah kebun dengan tanaman yang telah tumbuh disewakan dengan cara yang 
sama, maka disebut dengan musaqah (Afzalurrahman, 1995:260), yang mana 
tidak terdapat selisih pendapat tentang kebolehannya diantara para ulama fikih 
(Al-Jaziri, 1994:45). 
Ulama yang membolehkan kerja sama mengolah tanah dengan imbalan 
bagi hasil dari tanah tersebut, Al Jaziri (1994:46) menjelaskan bahwa mereka 
menyimpulkan hadis tersebut mempunyai makna yang umum. Beliau 
mengemukakan bahwa pada hadis tersebut tidak ditunjukkan bahwa yang 
hukumnya boleh hanya khusus pada tanah yang telah ada tanamannya. Kecuali 
dikarenakan alasan adanya upah atau imbalan yang masih majhul (tidak 
diketahui), yang mana hal ini juga terkadang ada pada musaqah. Sebab bisa jadi 
tanaman yang ada tidak berbuah, atau dimakan ulat, atau dirusak hama. Dengan 
begitu, penggarap juga menjadi sia-sia pekerjaannya. 
Suhendi (2003;156) menyebutkan, dalil lain yang dijadikan pegangan oleh 
para ulama fikih yang membolehkan praktik muzara‟ah ialah hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thawus radhiallahu'anhu: 
“Sesungguhnya Thawus radhiallahu'anhu ber-mukhabarah, Umar 
radhiallahu'anhu berkata: dan aku berkata kepadanya: „Ya Abdurrahman, kalau 
engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi 
melarangnya‟. Kemudian Thawus berkata: „Telah menceritakan kepadaku orang 
yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi 




bila seeorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada 
mengambil dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi‟”. 
 
Dengan demikian, Al-Jaziri (1994:46) menyimpulkan kerja sama 
muzara‟ah merupakan kerja sama yang dikecualikan dari larangan menyewakan 
tanah dengan upah yang masih tidak jelas, karena dalam kenyataannya praktik 
kerja sama tersebut mengandung kebaikan (maslahah) dan tidak menyempitkan 
usaha. Sebab, di antara orang-orang ada yang memiliki tanah perkebunan, 
namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam 
namun tidak memiliki tanah perkebunan. Maka kebijaksanaan syariat Islam 
menuntut dibolehkannya muzara‟ah ini, agar kedua belah pihak tersebut sama-
sama mendapatkan manfaat. Satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang 
ia miliki dan pihak yang lain mendapatkan manfaat dari kerja yang ia lakukan. 
Sehingga, dengan muzara‟ah ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan 
kebaikan dan menolak kerugian (Fauzan, 2005:479). 
Disamping itu, muzara‟ah adalah salah satu bentuk syirkah, yaitu kerja 
sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan 
seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan 
adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan 
orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan (Muslich, 2010:395). 
Pelarangan oleh sebagian ulama tersebut dikarenakan adanya kerugian 
yang dapat mengakibatkan perselisihan dan termakannya harta orang lain 
secara batil. Maka, hadis ini menunjukkan pengharaman muzara‟ah karena 
sesuatu yang mengakibatkan kerugian, ketidaktahuan, dan perselisihan (Fauzan, 
2005:481), yang mana menurut Ibnul Qayyim muzara‟ah lebih jauh dari 
kezaliman dan kerugian daripada ijarah (dalam Fauzan, 2005:479). 
Demikianlah penjelasan mengenai sudut pandang masing-masing ulama 




memang menganjurkan umat manusia agar muamalah antara mereka jelas dan 
terang, sehingga tak akan muncul persengkataan di antara. Syariat Islam 
senantiasa menaruh rasa kasih sayang kepada pihak penggarap. Karena itu 
tidak dibenarkan tenaga yang dicurahkan oleh pihak penggarap hanya 
digantungkan pada takdir, melainkan dengan menjamin hasil jerih payah tersebut, 
sehingga upah yang harus diterima nantinya harus jelas (Al Jaziri, 1994:45). 
Namun demikian tidak semestinya menyempitkan kelonggaran yang mestinya 
ada. Tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan umat manusia, memberikan 
ketenangan dan kelonggaran kepada mereka (Al Jaziri, 1994:46). 
 
4.2.4 Rukun dan Syarat Muzara’ah 
4.2.4.1 Rukun Muzara’ah 
Menurut ulama Hanafi dan Hambali sebagaimana disebutkan Al Jaziri 
(1994:23 dan 40), rukun muzara‟ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara  
pemilik dan pekerja. Rukun muzara‟ah adalah segala sendi yang menjadikan 
muzara‟ah berjalan sesuai dengan aturan yang benar. Hukumnya adalah boleh 
(jawaz) bila syarat-syaratnya telah terpenuhi (Al-Jaziri, 1994:34). 
Terjadinya ijab dan kabul tersebut akan dapat menjamin terwujudnya 
upaya mengolah tanah dari petani yang menerima penyerahan, tanah yang 
diolah, alat-alat pertanian yang digunakan, dan bibit yang disemai hingga tumbuh. 
Maka,  Al Jaziri (1994:24) menyimpulkan bahwa objek yang harus ada saat ijab 
kabul tersebut yaitu: 1) ada tanah yang diolah; 2) pekerjaan yang dilakukan oleh 
penggarap; 3) benih; dan 4) alat pertanian. 
Sementara rukun muzara‟ah menurut jumhur ulama meliputi: 





2. Ma‟qud „alaih (objek akad), yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap 
(Muslich, 2010:395); 
3. Ijab dan kabul. Contoh ucapan ijab yang dilakukan oleh petani pemilik 
lahan dengan mengucapkan “Saya serahkan tanah pertanian saya ini 
kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. 
Kemudian pernyataan kabul yang dilakukan dengan oleh penggarap 
dengan mengucapkan: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap 
dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini terlaksana, maka akad 
ini telah sah dan mengikat. Namun demikian, ulama Hanabilah 
mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad muzara‟ah tidak perlu 
dengan ungkapan, melainkan boleh pula dengan tindakan, yaitu petani 
langsung menggarap tanah tersebut (Ghazaly, 2012:115). 
Sifat akad muzara‟ah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah 
sebagaimana disebutkan Muslich (2010:396), sama dengan akad syirkah (kerja 
sama) yang lain, yaitu termasuk akad yang ghair lazim (tidak mengikat). Ulama 
Malikiyah sebagaimana disebutkan Al Jaziri (1994:34), berpendapat bahwa 
masing-masing dari dua orang yang melakukan kerja sama setelah 
berlangsungnya akad masih dibolehkan membatalkan akadnya selama 
penyemaian benih atau lainnya belum dilakukan. Setelah berlangsungnya 
penyemaian benih masing-masing mereka tidak boleh membatalkannya.  
Kapan akad muzara‟ah dikatakan telah berlangsung? Al Jaziri (1994:34) 
menyebutkan terdapat tiga macam pendapat diantara para ulama, yaitu: 
a. bentuk kerja sama itu dianggap berlangsung dengan ijab dan kabul semata; 
b. bentuk kerja sama itu berlangsung dengan ijab dan kabulserta adanya upaya 




c. bentuk kerja sama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya 
penaburan benih. 
Al Jaziri (1994:40) berpendapat akad kerja sama muzara‟ah merupakan 
akad yang hukumnya jaiz, artinya boleh dilakukan dan bukan akad lazim 
(mengikat) yang mesti diteruskan. Karena itu bagi masing-masing pihak 
diperkenankan membatalkan akad meskipun telah menyemaikan benih. Bila 
akad kerja sama muzara‟ah itu dibatalkan oleh pihak pemilik tanah setelah 
dilakukan penyemaian, maka ia berkewajiban memberikan upah kerja kepada 
penggarap atas pekerjaan yang telah dilakukannya. 
 
4.2.4.2 Syarat Muzara’ah 
Terdapat sedikit perbedaan di antara ulama fikih dalam menyebutkan 
jumlah syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadikan suatu akad muzara‟ah sah. 
Misalnya, ada satu syarat yang menurut sebagian ulama menjadi syarat sah, 
namun menurut sebagian lain hal tersebut tidak menjadi syarat sah. Untuk lebih 
jelasnya, pada bagian selanjutnya dijabarkan syarat-syarat muzara‟ah menurut 
para ulama fikih yang dirangkum dari Kitab Empat Mazhab karya Al Jaziri 
(1994:23-43). 
 
A. Syarat Muzara’ah Menurut Mazhab Hanafi 
Syarat-syarat sah muzara‟ah menurut ulama mazhab Hanafi ada 
beberapa macam, yaitu: 
a. Berkaitan dengan kedua orang yang melakukan akad perjanjian muzara‟ah, 
yaitu berakal sehat. Oleh karena itu, muzara‟ah tidak sah bila dilakukan oleh 
orang gila dan anak yang belum sempurna akalnya.  
b. Berkaitan dengan benih yang akan ditanam, harus dijelaskan benih apa yang 




c. Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman, meliputi: 
1) hasil yang diperoleh harus diterangkan dalam akad. Bila masing-masing 
tidak membicarakan masalah ketentuan hasil yang diperoleh dan juga 
tata cara kedua orang memperoleh haknya, maka akad muzara‟ah batal; 
2) kedua belah pihak berhak atas hasil tanah garapan tersebut. Jika 
dijanjikan seluruh hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak dan 
yang lain tidak mendapat apapun, maka akad muzara‟ah tidak sah; 
3) bagian masing-masing dari dua orang yang bekerja sama merupakan 
hasil tanah itu sendiri. Sehingga, apabila dalam perjanjian disebutkan  
bagian untuk salah seorang dari mereka itu berupa gandum, padahal 
hasil tanamannya itu kapas, maka yang demikian itu tidak sah;  
4) bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh itu diketahui. Seperti 
separuhnya, atau sepertiga, atau seperempatnya atau lainnya; 
5) hasil yang diperoleh itu berupa bagian yang belum dibagi secara garis 
besar. Seperti setengahnya atau sepertiga, dan seterusnya. Jadi tidak 
sah dibatasi dengan hitungan satuan berat seperti satu kuintal, dua 
kuintal, atau seterusnya; dan 
6)  tidak menjanjikan adanya tambahan tertentu bagi pihak manapun. 
Seperti disyaratkan untuk salah seorang dari mereka separuh hasil 
ditambah satu kuintal, atau diisyaratkan dengan tambahan harga benih. 
d. Berkaitan dengan tanah yang akan diolah, meliputi: 
1) tanah yang akan diolah dalam kondisi baik. Bukan tanah yang bergaram 
atau tanah menjadi resapan air atau tanah yang tidak dapat diairi. Jika 
demikian keadaan tanahnya, maka akadnya tidak sah; 
2) tanah yang akan digarap atau diolah itu benar-benar diketahui batas-




muzara‟ah tidak sah. Bentuk lain yang tidak sah pula  apabila pemilik 
tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap seluas beberapa hektar, 
kemudian ia berkata kepada penggarap: “tanah yang engkau tanami 
gandum sekian dan tanah yang engkau tanami jagung sekian”; dan 
3) tanah tersebut diserahkan secara penuh kepada penggarapnya. Jadi, 
apabila pemilik tanah mensyaratkan agar ia sendiri yang menggarapnya, 
maka muzra‟ah tidak sah. Begitu pula tidak sah apabila penggarapannya 
ditangani oleh kedua pihak yang berakad. Apabila tanaman yang ditanam 
itu berupa tanaman yang baru tumbuh, maka akad perjanjiannya dinilai 
sah sebagai akad musaqah bukan muzara‟ah. 
e. Berkaitan dengan jangka waktu akad, meliputi: 
1) masa atau lamanya akad berlangsung ditentukan dengan jelas; 
2) masa atau waktunya memungkinkan untuk terselenggaranya pengolahan 
tanah sampai selesai; dan 
3) masa atau waktunya tidak dijelaskan tetapi telah diketahui menurut adat 
kebiasaan setempat. 
f. Berkaitan dengan alat pertanian, yaitu adanya alat tersebut hanya mengikuti 
akad saja. Jadi kalau sapi yang untuk membajak tanah dijadikan sebagai 
imbalan tertentu seperti sebagai ganti imbalan pengolahan atau ganti dari 
benih, atau untuk imbalan lain, maka kerja sama demikian adalah batal. 
Diantara syarat sahnya muzara‟ah harus menjelaskan siapakah yang 
berkewajiban menanggung benih, apakah pemilik atau penggarap. Sebab bila 
ternyata benih dari pihak pemilik tanah maka muzara‟ah merupakan praktik 
mempekerjakan kepada penggarap. Apabila benih dari pihak penggarap, maka 
berarti penyewaan tanah. Jika orang yang berkewajiban menanggung benih tidak 




tanah ataukah penyewaan tenaga penggarap. Jika demikian maka akad seperti 
ini dinilai tidak sah sebab masih samar perjanjiannya. 
 
B. Syarat Muzara’ah Menurut Mazhab Maliki 
Dalam mazhab Maliki, untuk menjamin akad muzara‟ah dianggap sah 
harus memenuhi empat macam syarat sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin 
berikut ini: 
a. Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang, misalnya 
bumi atau tanah dijadikan sebagai imbalan benih, baik berupa makanan 
ataupun bukan makanan. Makanan dalam hal ini seperti gandum dan jagung, 
dan bukan makanan misalnya kapas. Alasannya karena menyewakan tanah 
dengan imbalan sesuatu yang tumbuh diatasnya adalah terlarang secara 
mutlak. Demikian pula untuk makanan yang bukan dihasilkan langsung dari 
tanaman yang tumbuh diatasnya, seperti madu. Kecuali hasilnya berupa kayu 
dan sejenisnya seperti dalam perjanjian ijarah.  
b. Kedua pihak sama-sama dalam memperoleh keuntungan sesuai modal yang 
diserahkan. Jadi, apabila salah satu pihak menyerahkan biaya separuh dari 
yang dibutuhkan, maka ia tidak boleh memungut hasilnya hanya sepertiga. 
Namun demikian dibolehkan kedua belah pihak menyedekahkan sesuatu dari 
bagiannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sah setelah 
masing-masing mereka mengeluarkan kewajibannya secara penuh dan 
setelah benih disemaikan dan tidak didahului dengan janji apapun. 
c. Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang 
bekerja sama, baik berupa biji-bijian ataupun lainnya. Apabila bahan 
makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerja sama, maka akad 




mereka dicampurkan. Tidak sah pula jika salah seorang mengeluarkan benih 
gandum sedangkan yang lain mengeluarkan benih jagung atau gandum 
dengan jenis yang berbeda.  
Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang disepakati 
kekuatan hukumnya hanya ada dua, yaitu adanya akad penyewaan tanah tidak 
mengandung unsur-unsur terlarang dan bahwa dua orang yang bekerja sama itu 
memungut keuntungan yang sesuai modal yang ditanamkan. Sebagian ulama 
mengatakan bahwa penyewaan tanah dengan imbalan hasil yang keluar darinya 
adalah boleh. Jadi menurut pendapat ini, muzara‟ah tetap dinilai sah secara 
mutlak, dan hal ini merupakan kelonggaran hukum Islam. 
 
C. Syarat Muzara’ah Menurut Mazhab Hambali 
Menurut mazhab Hambali, agar akad kerja sama muzara‟ah sah menurut 
hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 
a. Orang yang melakukan perjanjian kerja sama itu harus berakal sehat dan 
atau mempunyai keahlian. Jadi, bila dilakukan oleh orang yang gila atau anak 
kecil yang belum pandai maka akad kerja sama muzara‟ah tidak sah. 
b. Harus diketahui jenis benih dan jumlah yang diperlukan. Jika benih tidak 
diketahui, maka akad kerja sama menjadi tidak sah. 
c. Tanah dan ukuran tanah harus jelas. 
d. Jenis tanaman yang hendak ditanam harus jelas. Apabila pemilik tanah 
mengatakan kepada penggarap: “Jika engkau menanam gandum jenis A 
maka bagimu seperempat hasil. Dan jikalau engkau menanam gandum jenis 
B, maka bagimu separuh hasil”, maka akad seperti ini tidak sah. Sebab 




Dalam kerja sama ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik 
tanah menurut pendapat yang benar. Yang menjadi syarat ialah bahwa masing-
masing pihak harus menyiapkan modal. Jadi dinilai sah jika salah satu pihak 
menyiapkan tanah saja, kemudian pihak yang lain menyediakan benih, sapi, dan 
pengolahan.  
Apabila benih atau sapi atau keduanya disiapkan oleh pemilik tanah dan 
pihak yang lain hanya mengolah, maka hal ini pun dinilai sah. Disyaratkan pula 
hendaknya bagian masing-masing pihak merupakan bagian yang masih umum, 
seperti separuh atau sepertiga atau lainnya. Bila salah seorang mensyaratkan 
hendaknya bisa mendapatkan sejumlah tertentu seperti dua kuintal, tiga kuintal, 
atau yang lainnya maka yang demikian tidak sah. 
Dalam mazhab ini, kerja sama pengolahan tanah yang batal secara 
hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang punya benih dan ia 
berkewajiban memberi upah kepada pengolahnya. Dan dinilai tidak sah bila 
tanah, benih, pengolahan dan alat pertanian ditanggung oleh salah satu pihak 
sedang pihak yang lain hanya mengairi saja. 
Tidak sah pula apabila seseorang mempunyai tanah seluas ½ hektar, 
kemudian diserahkan kepada penggarap dengan syarat seperti: “Saya 
mempekerjakan engkau ¼ hektar dengan imbalan senilai benih yang diperlukan 
untuk area ½ hektar, separuh dari manfaat tenagamu dan juga manfaat 
binatangmu”. Sebab manfaat yang dimaksudkan itu abstrak. Hanya bila manfaat 
itu bisa dibatasi dan bisa diperkirakan maka dianggap sah.  
Akad yang tidak lainnya ialah apabila pihak pengolah mensyaratkan 
hendaknya pemilik tanah memungut senilai benihnya, kemudian dua belah pihak 




dengan mensyaratkan sejumlah ukuran tertentu dari hasil yang belum diketahui 
jumlahnya. 
 
D. Syarat Muzara’ah Menurut Mazhab Syafi’i 
Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa menurut mazhab 
Syafi‟i kerja sama dalam akad muzara‟ah maupun mukhabarah adalah batal 
(tidak sah). Kerja sama mengolah tanah yang dinilai sah ialah kerja sama dengan 
akad musaqah, yaitu salah seorang tuan tanah menyerahkan tanahnya yang 
telah ditanami pepohonan buah kepada seorang penggarap agar ia melakukan 
upaya pemeliharaan seperti penyiraman, pembersihan, penyiangan rumput, dan 
sebagainya. Upaya itu nantinya diberi imbalan yang ditentukan dari buahnya.  
Dalam mazhab Syafi‟i, tanah yang dapat diperjanjikan dengan akad 
muzara‟ah adalah tanah yang masih satu area dengan tanah yang diperjanjikan 
dalam suatu akad musaqah yang masih kosong. Tanah ini dapat ditanami biji-
bijian atau lainnya. Namun praktik ini pun harus memenuhi syarat berikut.  
a. Perjanjian kerja sama musaqah dan muzara‟ah itu tunggal. Jika masing-
masing dengan perjanjian sendiri-sendiri, maka perjanjian muzara‟ah menjadi 
batal. 
b. Antara muzara‟ah dan musaqah tidak dipisahkan oleh suatu pemisah di kala 
perjanjian dilakukan. Misalnya, setelah jangka waktu musaqah berakhir, 
barulah kemudian akad muzara‟ah dilakukan. Hal ini adalah praktik yang 
tidak sah.  
c. Perjanjian musaqah didahulukan atas perjanjian muzara‟ah. Masing-masing 
pihak mengerti bahwa perjanjian musaqah-lah yang menjadi pokok perjanjian 




d. Orang yang mengolah dalam akad musaqah adalah orang yang sama yang 
mengolah dalam akad muzara‟ah. 
e. Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat kelima, yaitu ada kesulitan 
melaksanakan akad musaqah dengan tanpa mengolah tanah kosong yang 
tersebut. Misalnya adanya kesulitan menyiram pepohonan secara tersendiri. 
Apabila memang ada kemudahan, maka dianggap sah menyewakan tanah 
yang masih bersambung dengan tanah yang digarap itu dangan cara 
muzara‟ah. Tetapi pendapat yang kuat bahwa syarat tersebut tidak wajib 
dilakukan. 
Pendapat ulama madzhab Syafi‟i menerangkan bahwa kerja sama 
muzara‟ah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang lain yang bukan 
merupakan penyewaan tanah dengan imbalan hasil daripadanya. Di antaranya 
ialah: 
a. Pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih. Kemudian ia menyerahkan 
separuh tanahnya yang masih bersifat umum kepada penggarap sebagai 
pinjaman. Dalam pada itu, pemilik tanah mempekerjakan penggarap pada 
separuh tanah yang tersisa dengan benih yang telah disemaikan oleh 
penggarap di tanah yang ia pinjam. Apabila penggarap dalam perjanjian ini 
telah benar-benar menggarap, maka ia berhak memperoleh separuh dari 
hasilnya.  
b. Pemilik tanah dan penggarap bersama-sama memberikan modal. Misalnya 
pemiilk tanah menyerahkan tanahnya, kemudian pihak penggarap atau 
petani melaksanakan pengolahan dan binatang yang lazim dipakai atau alat 
untuk cocok tanam juga dipersiapkan untuk mengolah. Dalam hal kerja sama, 




penggarap. Praktik kerja sama ini dinilai sah jika memenuhi tiga macam 
syarat berikut. 
1) Benih disediakan oleh dua belah pihak. Sebab bagian masing-masing 
yang akan diperoleh dari hasil tanah adalah mengikuti benih yang telah 
dikeluarkan. 
2) Masing-masing pihak mengambil bagian yang senilai dengan apa yang 
telah ditanam sebagai modal. Bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, 
maka tidak sah mensyaratkan akan memungut separuh dari hasil. 
3) Pemilik tanah berkata kepada penggarap: “Saya mempekerjakan engkau 
separuh tanah dengan nilai separuh tenaga pengolahan dan sapi 
sehingga tak ada praktik menyewakan tanah dengan imbalan hasil 
daripadanya”. 
c. Pemilik tanah menghutangi penggarap separuh benih, kemudian 
menyewakannya kepada penggarap separuh tanah dengan imbalan separuh 
tenaga penggarapan dan separuh kemanfaatan hewan atau alat yang 
digunakan menggarap. Kemanfaatan-kemanfaatan tersebut meskipun masih 
samar namun bisa dibatasi menurut adat kebiasaan. 
Jika kita melihat tiga poin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
mazhab Syafi‟i masih ada kelonggaran untuk dibolehkannya melakukan praktik 
muzara‟ah. Namun, praktik tersebut hanya sah dengan syarat benih menjadi 
tanggungan pemilik tanah. Kalaupun penggarap disyaratkan untuk ikut 
menyiapkan benih, maka benih tersebut harus ditanggung bersama. 
 
E. Syarat-syarat Muzara’ah Menurut Jumhur Ulama Fikih 
Berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama empat mazhab 




syarat sah muzara‟ah menurut jumhur ulama fikih. Syarat-syarat tersebut meliputi 
syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku („aqid), tanaman (bibit yang akan 
ditanam), hasil tanaman, tanah yang akan ditanami, alat pertanian yang 
digunakan, dan masa penanaman (jangka waktu akad). 
 
a. Syarat Orang yang Berakad (‘Aqid) 
Secara umum, ada dua syarat yang diberlakukan untuk „aqid (pelaku 
akad), yaitu: 
1) pelaku akad („aqid) harus berakal (mumayyiz), karena akal merupakan 
syarat kecakapan (ahliyah) untuk melakukan tasarruf (tindakan hukum). 
Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, 
atau anak yang belum berakal (Al Jaziri, 1994:24,40). Adapun baligh 
(dewasa), tidak menjadi syarat akad muzara‟ah (Muslich, 2010:396). 
Merdeka juga tidak disyaratkan sebagai syarat pelaku akad, sehingga 
akad muzara‟ah yang dilakukan oleh budak yang mendapat izin dari 
tuannya juga sah (Al Jaziri, 1994:24); dan 
2) pelaku akad („aqid) tidak murtad, karena menurut Imam Abu Hanifah, 
tindakan hukum orang yang berbuat murtad hukumnya ditangguhkan 
(mauquf). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, 
akad muzara‟ah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan (dalam 
Muslich, 2010:396). 
 
b. Syarat Tanaman 
Syarat bibit (tanaman) yang harus dipenuhi untuk sahnya akad muzara‟ah 
meliputi: 
1) bibit tanaman yang akan ditanam harus jelas, sehingga dapat diketahui 




(Ghazaly, 2012:116). Namun, jika benih ditanggung pemilik tanah maka 
tidak ada ketentuan wajib untuk menjelaskan jenis benih, sebab dengan 
penyemaian yang dilakukan oleh penggarap maka akad muzara‟ah akan 
kukuh dan dinilai sah (Al Jaziri, 1994:24); dan 
2) kadar atau jumlah tanaman harus jelas. Hal ini dikarenakan muzara‟ah 
adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak 
jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah (Muslich, 2010:400). 
 
c. Syarat Hasil Tanaman 
Berkaitan dengan hasil tanaman, hal-hal yang disyaratkan untuk 
menjadikan akad muzara‟ah sah meliputi:  
1) hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, dan masih dalam bagian 
umum dengan menyebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika berakad 
(Suhendi, 2013:158), bukan sejumlah ukuran tertentu. Sejumlah ukuran 
tertentu seperti dua kuintal, tiga kuintal, atau yang lainnya akan 
menyebabkan akad tidak sah (Al Jaziri, 1994:35);  
2) hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan 
akad tanpa boleh ada pengkhususan (Ghazaly, 2012:116). Apabila 
pemilik tanah mengatakan kepada penggarap: “Jika engkau menanam 
gandum jenis A maka bagimu seperempat hasil. Dan jikalau engkau 
menanam gandum jenis B, maka bagimu separuh hasil”, maka akad 
seperti ini tidak sah. Sebab masih ada unsur yang tidak diketahui (Al 
Jaziri, 1994:41);  
3) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan tertentu (Sahrani dan 
Ru‟fah, 2011:216). Misalnya, mensyaratkan untuk salah seorang dari 




tambahan harga benih. Kemudian sisanya dibagi dua atau dibagi tiga. 
Sebab ada kemungkinan bahwa tanah tidak menghasilkan sesuatu 
apapun kecuali mengembalikan benih semata (Al Jaziri, 1994:25); 
4) bagian untuk kedua pihak adalah dari satu jenis barang yang sama, 
misalnya gandum (Sahrani dan Ru‟fah, 2011:216). Sehingga, apabila 
dalam perjanjian disebutkan  bagian untuk salah seorang dari mereka itu 
berupa gandum, padahal hasil tanamannya itu kapas, maka yang 
demikian itu tidak sah (Al Jaziri, 1994:25); dan 
5) dianjurkan pembagian untuk masing-masing pihak sesuai dengan modal 
yang diserahkan. Bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak 
sah mensyaratkan akan memungut separuh dari hasil (Al Jaziri, 1994:43). 
Namun demikian dibolehkan kedua belah pihak menyedekahkan sesuatu 
dari bagiannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sah 
setelah masing-masing mereka mengeluarkan kewajibannya secara 
penuh dan setelah benih disemaikan dan tidak didahului dengan janji 
apapun (Al Jaziri, 1994:35). 
 
d. Syarat Tanah yang Akan Ditanam 
Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai 
berikut: 
1) tanah tersebut dibolehkan untuk digarap dan dapat menghasilkan. Jika 
tanah tersebut tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk 
dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara‟ah tidak sah (Ghazaly, 
2012:116). Hal tersebut oleh karena muzara‟ah adalah suatu akad 





2) batas-batas tanah itu harus jelas (Ghazaly, 2012:116); dan 
3) tanah tersebut diberikan sepenuhnya kepada penggarap (Ghazaly, 
2012:116). Jadi, apabila pemilik tanah mensyaratkan agar ia sendiri yang 
menggarapnya, maka muzra‟ah tidak sah. Begitu pula tidak sah apabila 
penggarapannya ditangani oleh kedua pihak yang berakad (Al Jaziri, 
1994:26). 
 
e. Syarat Objek Akad 
Objek akad dalam muzara‟ah harus sesuai dengan tujuan 
dilaksanakannya akad, baik menurut syarak maupun adat (Muslich, 2010:398). 
Objek akad harus jelas apakah jasa petani atau pemanfaatan tanah. Jika 
objeknya adalah jasa petani, maka benihnya harus berasal dari pemilik tanah. 
Jika objeknya adalah pemanfaatan tanah, maka benihnya harus berasal dari 
penggarap tanah (Ghazaly, 2012:116). Namun, yang lebih dianjurkan adalah 
benih berasal dari pemilik tanah (Al Jaziri, 1994:43).  
 
f. Syarat Alat yang Digunakan 
Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan 
(tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan 
akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad muzara‟ah menjadi batal 
(Muslich, 2010:398). Jadi, tidak boleh salah satu pihak hanya menyerahkan alat 
saja, sementara benih, tanah, dan pekerjaan menjadi tanggungan pihak lain (Al 
Jaziri, 1994:27). 
 
g. Syarat Jangka Waktu Muzara’ah 
Masa berlaku akad muzara‟ah yang disyaratkan harus jelas dan 




tidak ditentukan (tidak jelas), maka akad muzara‟ah tidak sah. Adapun syarat 
terkait waktu muzara‟ah (Suhendi, 2013:158) meliputi: 
1) waktunya telah ditentukan; 
2) waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, 
misalnya menanam padi jangka waktunya kurang lebih empat bulan 
(tergantung teknologi yang dipakai, dan kebiasaan setempat); dan 
3) waktu tersebut memungkinkan untuk dijalankan bagi kedua belah pihak 
hidup menurut kebiasaan setempat. 
 
4.2.5  Bentuk-Bentuk Muzara’ah 
Dalam muzara‟ah, semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas, 
atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya hak berbagai pihak 
dianggap terlarang. Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam hanya melarang 
bentuk-bentuk pengolahan semata-mata karena alasan seringkali para pelaku 
akad tidak memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang dilarang, kemudian 
mengangapnya boleh dan mempraktikannya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan 
ketidakadilan bagi petani (Afzalurrahman, 1995:286).  
Untuk meminimalisir praktik yang tidak adil tersebut, Imam Abu Yusuf dan 
Muhammad sebagaimana dikutip dalam Al Jaziri (1994) dan Muslich (2010), 
memberikan penjelasan bentuk praktik muzara‟ah yang sah berdsasarkan rukun 
dan syarat yang telah dijabarkan sebelumnya. Bentuk-bentuk muzara‟ah yang 
sah adalah sebagai berikut. 
a. Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah menjadi tanggungan 
pemilik tanah, sedangkan benih, penggarapan, dan alat-alat pertanian dari 
pihak lain. Keduanya sepakat bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian 




Jaziri, 1994:29). Status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan 
imbalan sebagian hasilnya (Muslich, 2010:400). 
b. Perjanjian dimana disepakati bahwa tanah, benih, dan alat-alat pertanian dari 
pihak pemilik tanah, sedangkan pengolahannya diserahkan kepada 
penggarap (Al Jaziri, 1994:29). Bentuk ini dikenal dengan “Masalah 
Perlimaan” (mas‟alatul khammas) dimana perjanjiannya dilakukan dengan 
akad kerja sama (syirkah) (Al Jaziri, 1994:36). Dalam bentuk ini status pemilik 
tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan (upah) 
sebagian dari hasil tanah tersebut (Muslich, 2010:400). 
c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan 
pertanian dan pengolahan ditanggung oleh petani (Al Jaziri, 1994:29). 
Pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional 
(Afzalurrahman, 1995:288). Dalam bentu ini, status pemilik tanah adalah 
sebagai penyewa atas tenaga penggarap (Muslich, 2010:400). 
Adapun bentuk kerja sama muzara‟ah yang tidak dibolehkan oleh ulama 
fikih sebagaimana dikutip dari Afzalurrahman (1995:286-287) dan Muslich 
(2010:400) ialah sebagai berikut. 
a. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan bibit dan 
pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Hal ini dikarenakan apabila akad itu 
dianggap sebagai menyewa tanah, disyaratkannya alat pertanian dari pemilik 
tanah akan menyebabkan sewa-menyewa menjadi tidak sah. Sebab, alat 
tidak dapat mengikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. 
Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap, maka 
syarat dimana benih menjadi tanggungan penggarap akan menyebabkan 




b. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak 
kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada 
pihak keempat. alam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk 
bagian dari pihak ketiga. 
c. Perjanjian yang menetapkan bahwa pengolahan dan tanah menjadi tanggung 
jawab pihak pertama, sedangkan benih dan alat-alat pertanian kepada pihak 
lainnya. 
d. Apabila dalam perjanjian disyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari 
lahan itu yang berproduksi lebih baik, misalnya bagian utara atau sebagian 
selatan, disekitar aliran sungai, atau mendapat cahaya matahari yang lebih 
baik, diperuntukkan bagi pemilik tanah. Perjanjian seperti ini terlarang karena 
bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian untuk pihak yang 
lain masih samar. 
e. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap 
akan menjadi milik pemilik tanah sepanjang ia menginginkannya dan akan 
menghapuskan kepemilikannya jika pemilik tanah menghendakinya. Hal ini 
terlarang karena dikhawatirkan akan merugikan petani apabila tanah yang 
telah ditanami tiba-tiba dipindahkan kepemilikannya.  
f. Perjanjian tersebut menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan 
kepada pemilik tanah. Misalnya disyaratkan bahwa berapapun hasil yang 
diperoleh, pemiik tanah tetap akan menerima sekian kuintal dari hasil panen. 
g. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada 
satu pihak selain dari bagiannya hasil tersebut. 
h. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di ladang atau kebun) 





Kesimpulannya, perjanjian muzara‟ah akan sah hanya apabila tidak 
seorang pun yang dikorbankan haknya dan tidak ada pemanfaatan secara tidak 
adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang. Syarat-syarat yang diberlakukan 
tidak boleh menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak 
dibolehkan pula menambahan syarat pada saat perjanjian itu berlangsung yang 
mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak. 
 
4.2.6 Zakat Muzara’ah  
Pada prinsipnya ketentuan zakat itu dibebankan kepada orang mampu. 
Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang telah mencapai batas 
nisab (wajib dizakati). Maka dalam kerja sama seperti ini bisa jadi salah satu atau 
keduanya (pemilik lahan dan penggarap) membayar zakat bila hasil pengolahan 
tanah tersebut telah mencapai telah nisab. 
Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia sebagaimana dikutip dalam 
Nurhayati (2008:265),  zakat pertanian dikenakan atas semua hasil tanaman dan 
buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan 
menginvestasikan tanah. Zakat pertanian tidak diwajibkan atas tanaman liar yang 
tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu, dan lain-
lain kecuali jika diperdagangkan maupun sesuatu yang dihasilkan dari pohon 
seperti getah karet. Untuk kedua hal ini zakatnya akan mengikuti zakat 
perdagangan. 
Landasan hukum yang digunakan dalam pemungutan zakat pertanian 
adalah Firman Allah Ta‟ala yang berbunyi sebagai berikut:  
“ Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan 





Firman tersebut mengandung maksud bahwa zakat ini dikenakan pada 
saat panen, dengan syarat dapat disimpan. Imam Syafi‟i menjelaskan hal ini 
sebagaimana dikutif dalam Al-Farran (2008:476) bahwa zakat pertanian harus 
ditunaikan jika hasil panen telah mencapai nisab tanpa perlu menunggu hingga 
satu tahun (haul).  
Berdasarkan ijmak ulama sebagaimana ditetapkan lembaga amil zakat 
(baznas.go.id), nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (652,8 kg atau digenapkan  
menjadi 653 kg). Sedangkan tarifnya adalah sebagai berikut: 
a. jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada 
biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak 
membutuhkan air, dikenakan zakat sebesar 10%; dan, 
b. jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan 
misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti 
ini dikenai zakat sebesar 5%. 
Perbedaan antara air hujan dan irigasi terkait dengan pengeluaran untuk 
pembiayaan pengadaan air. Oleh karenanya, dalam konteks pertanian modern 
dewasa ini dapat dianalogikan bahwa tanaman yang dibudidayakan dengan 
menggunakan pupuk maka besar zakatnya adalah 5% (Nurhayati, 2008:265). 
Ijmak mengenai nisab tersebut ditetapkan dengan berlandaskan pada 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikutip dari situs BAZARNAS, 
“Dari Jabir, Rasulullah shalallahu‟alaihi wassalam bersabda : „Tidak wajib bayar 
zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq‟”. Sedangkan ijmak terkait tarif zakat 
pertanian berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan 
Ibnu Majah sebagaimana dikutip dari Nurhayati (2008:265), “Dari Jabir, Nabi 




air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman irigasi, zakatnya 
5%‟”. 
Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi 
dengan biaya, maka zakatnya adalah ¾ x 1/10 = 3/40 = 7,5%. Dan jika tidak 
diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, 
maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini 
lebih baik mengambil kadar zakat 1/10. Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil 
panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya 
operasional lainnya (baznas.go.id). 
Pihak yang berkewajiban untuk membayar zakat pertanian jika dilihat dari 
asal benih tanaman, maka dalam muzara‟ah yang wajib zakat adalah pihak yang 
menanggung benih. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan 
kepada keduanya jika sudah mencapai nisab, sebelum pendapatan dibagi dua 
(Ghazaly, 2012:118). 
 Lebih lanjut, Qardhawi (1993:375) menjelaskan bahwa bila pemilik itu 
menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan 
seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka 
zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup 
senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi 
tidak, maka zakat wajib atas orang yang memiliki bagian yang cukup senisab itu. 
Sementara orang yang mendapatkan bagian yang tidak cukup senisab itu tidak 
wajib zakat. Tetapi Imam Syafi‟i (dalam Qardhawi, 1993:375) berpendapat bahwa 
keduanya dipandang satu orang. Oleh karenanya, wajib bersama-sama 
menanggung zakat bila jumlah hasil telah mencapai nisab (653 kg), dimana 





4.2.7 Berakhirnya Akad Muzara’ah 
Muzara‟ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan 
tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang 
akad muzara‟ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara‟ah, karena sebab-
sebab lainnya. Muslich (2010:404) menyebutkan hal-hal yang menjadi sebab 
berakhirnya akad muzara‟ah antara lain sebagai berikut. 
a. Masa perjanjian muzara‟ah telah habis; 
b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya 
penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau 
belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi 
menurut Malikiyah dan Syafi‟iyah, meninggalnya salah satu pihak yang 
melakukan akad tidak menyebabkan akad muzara‟ah berakhir.  
c. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupundari pihak 
penggarap. Diantara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) pemilik tanah mempunyai hutang yang besar dan mendesak, sehingga 
tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain 
dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut; 
2) timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau 
bepergian untuk kegiatan usaha, atau berperang di jalan Allah (jihad fi 
sabilillah), sehingga tidak bisa mengelola tanah tersebut. 
 
4.2.8 Hikmah Muzara’ah 
Suatu kajian lebih teliti terhadap sabda Rasulullah shalallahu'alaihi 
wassalam tetang kerja sama tanah Khaibar yang dijadikan pegangan para ahli 
fikih dalam membolehkan muzara‟ah menujukkan bahwa hal tersebut merupakan 




masyarakat dari tanah tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat dan bijaksana 
apabila cara seperti dihapuskan (Afzalurrahman, 1995:303). 
Dengan demikian, setelah menghilangkan unsur-unsur yang tidak 
dikehendaki dan yang tidak adil, Beliau shalallahu‟alaihi wassalam membolehkan 
sistem ini dilaksanakan untuk sementara waktu dan bahkan beliau 
menjalankannya sendiri untuk pemerintah yaitu pada tanah Khaibar 
(Afzalurrahman, 1995:303). Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis 
disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep kerja sama dalam upaya penyatuan 
potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling 
menguntungkan (Suhendi, 2013:159). 
Muzara‟ah disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan 
ternak ataupun alat pertanian yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada 
tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi 
karena tidak ada keahlian (tenaga kerja) yang mengolahnya (Suhendi, 2013:159). 
Kita tahu, sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak ataupun 
alat pertanian, mampu untuk menggarap sawah dan mengembangkannya, tetapi 
tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk 
ditanami tetapi tidak punya binatang ternak, juga tidak mampu untuk 
menggarapnya. Apabila terjalin kerja sama antara mereka, maka yang terjadi 
adalah kemakmuran dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan 
sumber kekayaan (Ghazaly, 2012:119). 
Muzara‟ah dapat menumbuhkan rasa keadilan dan keseimbangan 
diantara sesama. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam 
perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang 




mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan (Sahrani 
dan Ru‟fah, 2011:218). 
Hikmah lainnya, muzara‟ah menciptakan rasa saling tolong menolong 
(ta‟awun), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling 
diuntungkan. Dengan muzara‟ah, kemubaziran akibat tidak terolahnya lahan 
maupun ternak yang kurang teroptimalkan dapat ditekan (Sahrani dan Ru‟fah, 
2011:218). 
 
4.3 Konsep (Skema) Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis 
Muzara’ah 
 
4.3.1 Penentuan Rasio Bagi Hasil Pertanian Berbasis Muzara’ah 
Afzalurrahman (1995:178) menyatakan bahwa prinsip yang mendasari 
praktik sewa tanah dalam Islam ada dua, yaitu (1) keadilan, dan (2) kemurahan 
hati. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Ta‟ala dalam surat An Nahl:90 : 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan ...” 
Keadilan disini berupa sewa yang diberikan kepada petani penggarap 
sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka bisa 
merasa puas, yang imbasnya adalah peningkatan produktivitas atas tanah 
tersebut. Hal ini terealisasi dalam sewa yang hanya akan dipungut ketika yang 
mereka hasilkan melebihi kebutuhan mereka. 
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa secara esensi, praktik sewa 
tanah dalam Islam  sama dengan praktik kerja sama bagi hasil pertanian, dalam 
hal ini muzara‟ah. Dengan demikian, prinsip ini dapat diaplikasikan pula dalam 
praktik muzara‟ah. Keadilan dalam muzara‟ah dapat diterapkan dalam penetapan 
rasio bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah, dimana rasio tersebut 
disesuaikan dengan komposisi sumbangsih modal yang diberikan pemilik tanah 




hasil yang hanya diberikan ketika terdapat kelebihan hasil setelah dikurangi 
dengan seluruh biaya pengolahan. 
Prinsip lain yang tak kalah pentingnya ialah bahwa sewa ataupun bagi 
hasil yang dijalankan tidak merugikan pemilik tanah maupun penggarap. Hal ini 
sejalan dengan ayat Al Quran dalam surah Al Baqarah:279 yang berbunyi: “... 
kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” Dengan demikian, hendaklah 
dalam perjanjian tidak disyaratkan sesuatu yang memberatkan kedua belah 
pihak. Misalnya, rasio yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan bagi 
penggarap saja, namun juga pemilik tanah. Selain itu dapat pula tercermin dalam 
syarat modal yang menjadi tanggungan pihak yang berakad harus sesuai dengan 
kemampuannya. 
Afzalurrahman (1995:179) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang 
menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sewa tanah, yaitu: (1) 
produktivitas tanah; (2) penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya pengolahan. 
Sebagaimana prinsip sewa tanah yang dapat diaplikasikan dalam kerja sama 
muzara‟ah, maka tiga pertimbangan ini pun selayaknya dijadikan patokan dalam 
menentukan besarnya rasio bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. 
Afzalurrahman (1995:183-184) mengejawantahkan tiga pertimbangan tersebut 
dalam empat faktor yang dijelaskan berikut ini.  
 
a. Ciri-ciri Tanah  
Ciri tanah mempunyai peranan penting dalam menentukan besarnya 
sewa atas tanah. Tanah yang subur akan dikenakan sewa yang tinggi. 
Sebaliknya tanah yang tidak subur akan dikenakan sewa yang rendah. 
Sementara tanah yang kering yang hasilnya hanya cukup untuk menutupi biaya 




kelebihan produksi yang ada dan jumlahnya melebihi biaya pengolahan. Prinsip 
ini merujuk pada ayat berikut: “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya.” (Al Baqarah:286). 
Kata “sesuai dengan kesanggupannya” dengan jelas menunjukkan bahwa 
Islam tidak menyetujui pembayaran lain yang diminta di luar kemampuan petani 
penggarap. Oleh karena itu, tanah menjadi hal yang harus diperhatikan dalam 
perjanjian muzara‟ah sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. 
Syarat tanah yang boleh dijadikan objek muzara‟ah haruslah tanah yang subur 
dan mampu berproduksi dengan baik. 
Dengan berpatok pada aturan tersebut, maka apabila tanah subur, maka 
bagian untuk pemilik tanah layak lebih besar dibandingkan penggarap. Untuk 
tanah yang kurang subur, maka bagian untuk pemilik tanah bisa setengah dari 
bagian atau lebih kecil. Apabila tanah yang diolah tidak mampu menghasilkan 
yang melebihi ongkos pengolahan, maka keduanya harus rela untuk saling 
berbagi kerugian. 
 
b. Jenis Tanaman 
Jenis tanaman yang tumbuh dari sebidang tanah juga mempengaruhi 
jumlah produksi, demikian pula sewanya. Tanah yang mampu menghasilkan 
banyak tanaman yang bernilai komersial akan dikenai sewa yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanah yang menghasilkan tanaman yang kurang 
berpotensi komersial. 
Pertanian yang dilakukan dalam jumlah yang besar di Indonesia 
umumnya adalah pertanian padi dan memiliki nilai komersial yang cukup tinggi 
mengingat kedudukannya sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. 




mengikuti dari siapa asal benihnya. Apabila dari pemilik tanah, maka besar rasio 
bagi hasil untuk pemilik tanah akan semakin besar. Namun jika dari penggarap, 
maka akan menambah besaran rasio bagi hasil untuk penggarap. 
 
c. Jenis Irigasi  
Jumlah sewa juga akan bervariasi sesuai dengan jenis irigasi yang 
digunakan. Semakin banyak modal (biaya) yang dikeluarkan petani untuk 
mengairi tanahnya, maka sewa yang ditetapkan akan semakin rendah. Demikian 
sebaliknya. 
Menurut Nurhayati (2008:265), dalam konteks pertanian saat ini, dapat 
dianalogikan bahwa biaya irigasi mencakup pula biaya pupuk dan biaya lain yang 
bermanfaat untuk menumbuhkan dan menyuburkan tanaman. Dengan demikian, 
sebagaimana perlakuan benih tanaman, maka apabila irigasi dan pupuk 
merupakan tanggungan pemilik tanah, maka akan menambah rasio bagi hasil 
untuk pemilik. Jika irigasi dan pupuk (dan biaya teknologi pertanian lain bila ada) 
menjadi tanggungan penggarap, maka hal ini akan menambah besaran rasio  
bagi hasil di pihak penggarap. 
 
d. Upah Buruh Tani  
Pada umumnya, pengelola lahan (penggarap) mempekerjakan buruh 
untuk membantu meringankan pekerjaannya. Sebelum menentukan sewa tanah, 
upah harus diberikan pengelola tanah untuk buruh yang dipekerjakannya. Upah 
yang dibayar kepada setiap buruh yang ikut dipekerjakan dalam mengelola tanah 
termasuk dalam biaya pengolahan. 
Lahan yang memerlukan buruh lebih banyak sewanya rendah. Sementara 
lahan yang memerlukan buruh lebih sedikit dikenakan sewa yang lebih tinggi. 




kerja tambahan untuk membantunya dalam mengelola lahan maka hal ini akan 
dihitung sebagai biaya operasional pengelolaan tanah. Jika demikian, maka hal 
ini akan menambah proporsi penggarap dalam penentuan rasio bagi hasilnya. 
 
Semua faktor-faktor tersebut di atas harus menjadi bahan pertimbangan 
dalam penentuan sewa tanah. Khalifah Abu Bakar radhiallahu‟anhu sangat 
memperhatikan masalah penentuan sewa sehingga tak satu pun dari pihak yang 
melakukan perjanjian itu berlaku tidak adil atau curang. Mereka berusaha dengan 
sepenuhnya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan petani 
penggarap maupun pemilik tanah. 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bentuk muzara‟ah yang disepakati keabsahannya oleh kebanyakan ulama fikih 
adalah bentuk muzara‟ah dengan model berikut: 
1. pemilik lahan hanya menanggung lahan, sedangkan penggarap 
menanggung tenaga kerja (penggarapan), benih tanaman, dan alat-alat 
pertanian; 
2. pemilik lahan menanggung lahan, benih tanaman, dan alat pertanian, 
sedangkan penggarap hanya menanggung tenaga kerja (penggarapan); 
atau 
3. pemilik lahan menanggung lahan dan benih tanaman, sedangkan 
penggarap menanggung tenaga kerja (penggarapan) dan alat-alat 
pertanian. 
Dengan demikian, praktik muzara‟ah dengan model selain yang disebutkan 





Dari bab terdahulu dijelaskan pula bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi 
wasallam dan para khalifah setelah beliau lebih banyak melakukan bagi hasil 
pertanian dengan rasio setengah, sepertiga, atau seperempat sebagai imbalan 
dari lahan yang diolah tersebut. Dengan demikian, jika diaplikasikan dalam 
praktik muzara‟ah maka formula rasio bagi hasil yang dapat digunakan sebagai 
berikut. 
a. Untuk muzara‟ah dengan bentuk pertama, maka rasio bagi hasilnya 
adalah seperempat bagian untuk pemilik lahan, dan tiga perempat bagian 
untuk penggarap; 
b. Untuk muzara‟ah dengan bentuk kedua, maka rasio bagi hasilnya adalah 
tiga perempat bagian untuk pemilik lahan, dan seperempat bagian untuk 
penggarap; dan 
c. Untuk muzara‟ah dengan bentuk ketiga, maka rasio bagi hasilnya adalah 
setengah bagian untuk pemilik lahan, dan setengah bagian lainnya untuk 
penggarap. 
Meski Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam dan para sahabat beliau 
melakukan kerja sama bagi hasil pertanian dengan rasio setengah, sepertiga, 
atau seperempat, kebanyakan ulama fikih telah memberikan kelonggaran untuk 
melakukan muzara‟ah dengan imbalan bagi hasil dengan perbandingan selain 
dari tiga rasio tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya formula bagi 
hasil yang disebutkan diatas dirasa oleh kedua pihak yang bersepakat belum adil, 
maka dapat ditentukan rasio bagi hasil lain yang lebih disetujui oleh kedua belah 
pihak. Yang perlu diingat adalah bahwa bagi hasil harus diberikan dari hasil 
bersih, yaitu hasil panen setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan atau 





4.3.2 Gagasan Skema Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis 
Muzara’ah 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, 
dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan yang diselenggarakan 
pemerintah maupun yang berbasis muzara‟ah untuk diaplikasikan pada kondisi 
masyarakat saat ini. Dengan memadankan aspek-aspek yang menjadi kelebihan 
dan meminimalkan kekurangan masing-masing, diharapkan skema alternatif 
pembiayaan pertanian berbasis muzara‟ah yang digagas peneliti ini dapat 
melengkapi kebutuhan skim permodalan pertanian yang lebih aplikatif. 
Gagasan skema alternatif pembiayaan pertanian berbasis muzara‟ah 
yang peneliti usulkan ada dua model. Model pertama yaitu model pembiyaan 
yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dengan kontrak antara petani 
penerima bantuan modal. Model kedua yaitu skema pembiayaan dengan 
melibatkan pemerintah secara langsung dalam kontrak kerja sama muzara‟ah 
yang dilakukan penerima bantuan pembiayaan (petani).  
Skema pola pembiayaan model I ini hampir mirip dengan model program 
kredit yang dicanangkan pemerintah, seperti KUR dan KKP-E. Bedanya, dalam 
skema yang digagas peneliti ini basisnya adalah bagi hasil, bukan bunga kredit. 
Skema ini merupakan modifikasi dari skema KUR pemerintah dengan 
memasukkan akad-akad transaksi syariah yang dilakukan oleh pihak yang 
berakad. Skema akad syariahnya sendiri merupakan buah pemikiran peneliti 
yang diinterpretasikan dari uraian yang telah dijabarkan pada sub bab-sub bab 
sebelumnya. 
Untuk skema pola pembiayaan model II, peneliti mengambil contoh dari 
skema yang digambarkan dalam  transaksi salam pararel yang dikembangkan 




interpretasi peneliti atas uraian dari sub bab-sub bab sebelumnya sebagaimana 
yang tertuang dalam hasil penelitian. 
 
4.3.2.1 Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model I 
Pada model pertama, secara garis besar pihak yang terlibat adalah petani 
(kelompok tani, koperasi, atau petani individu, baik pemilik lahan maupun petani 
penggarap), pemerintah, dan bank pelaksana. Peneliti membagi proses 
pembiayaan model pertama kedalam tiga skema. Tiga skema tersebut 
menunjukkan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak 
sebagai berikut: 
1. Dalam skema pertama, menunjukkan hubungan pemerintah dengan bank 
pelaksana dan petani. Skema ini menggambarkan letak peran pemerintah 
(dalam hal ini Pemda atau dinas terkait) dalam program pembiyaan ini.  
Pertama, Pemda atau dinas terkait melakukan pembinaan terhadap 
petani yang ingin mengajukan bantuan pembiayaan. Pembinaan tersebut 
berupa pembinaan dalam menyusun proposal pengajuan kredit (dalam kasus 
perbankan syariah disebut pembiayaan) sehingga dapat diterima oleh pihak 
bank.  
Bank kemudian melakukan penilaian dan mengkoordinasikannya terlebih 
dahulu dengan pihak Pemda sebelum memutuskan menyetujui permohonan 
tersebut. Koordinasi tersebut diantaranya mengenai risiko pembiyaan, jangka 
waktunya, dan dana talangan sebagai jaminan yang harus ditanggung 
Pemda atau dinas terkait apabila terjadi gagal bayar.  
Apabila Pemda atau dinas terkait menyetujui pengajuan tersebut, bank 
kemudian mencairkan dana permohonan pembiayaan tersebut kepada petani. 




terkait melakukan pembinaan kembali kepada petani berupa pembinaan 
terkait pengelolaan dana maupun teknologi pertanian. Untuk lebih jelasnya, 
skema yang menunjukkan hubungan ini digambarkan sebagai berikut. 
Gambar 4.6 Gagasan Pola Pembiayaan Model I: Skema Peran 




Sumber: Hasil Penelitian, 2015 
 
2. Skema kedua menunjukkan hubungan atau kontrak antara bank pelaksana 
dengan petani. Petani disini bisa petani pemilik lahan maupun petani 
penggarap. Akad yang digunakan dalam kontrak ini adalah akad mudharabah, 
sebab dalam kontrak ini pihak bank merupakan pemberi modal (shahibul 
maal) dan pihak petani sebagai pengelola modal (mudharib) untuk digunakan 
dalam usaha pertanian mereka. Untuk lebih jelasnya, hubungan dalam 






Gambar 4.7 Gagasan Pola Pembiayaan Model I: Skema Kontrak 
Mudharabah antara Petani dan Bank Pelaksana 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 
 
3. Skema ketiga menggambarkan hubungan kontrak kerja sama antara petani 
pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kontrak ini akad yang digunakan 
adalah akad muzara‟ah, sebab dalam kontrak inilah bagi hasil atas tanah 
pertanian berlangsung. Pemilik lahan dapat bertanggung jawab lahan saja; 
lahan dan bibit; ataupun lahan, bibit, dan alat pertanian. Sedangkan 
penggarap dapat bertanggung jawab atas pengolahan (tenaga kerja) saja; 
tenaga kerja dan bibit; ataupun tenaga kerja, bibit, dan alat pertanian. Bagi 
hasil yang ditetapkan bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, bergantung 
pada besar tanggungan dan kesepakatan masing-masing dari pihak yang 
berakad. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar pihak dalam akad ini 





Gambar 4.8  Gagasan Pola Pembiayaan Model I: Skema Kontrak 




 Sumber: Hasil Penelitian, 2015 
 
Ketiga skema tersebut merupakan skema terpisah yang menggambarkan 
alur proses pembiayaan dan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat 
dalam pola pembiayaan model I. Dengan demikian, apabila digabungkan dalam 





Gambar 4.9 Gagasan Pola Pembiayaan Model I : Skema Pola Pembiayaan Model I 
 
 





4.3.2.2 Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model II 
 
Pada model kedua, secara garis besar pihak yang terlibat secara 
langsung adalah pemerintah dan petani. Pemerintah dalam model kedua ini 
menjadi pihak yang ikut bermitra secara langsung dengan pemilik lahan dan juga 
penggarap. Kebutuhan dana (permodalan) akan menjadi tanggung jawab 
langsung pemerintah atau dinas terkait dengan menggunakan dana dari 
APBN/APBD maupun melalui bank yang menjadi mitra pemerintah. Oleh karena 
itu, dalam model kedua ini bank pelaksana atau lembaga pembiayaan lainnya 
tidak ikut terlibat secara langsung dalam kontrak kerja sama dengan petani. 
Dalam model kedua ini, peneliti mengusulkan agar dinas atau badan 
pemerintah yang bertanggung jawab untuk bermitra dengan petani adalah Perum 
BULOG. Peneliti mengusulkan BULOG sebagai mitra petani dalam model 
pembiayaan ini karena berdasarkan profil dan lingkup kerja BULOG (website 
resmi BULOG, 2015), peneliti menilai BULOG adalah badan pemerintah yang 
paling cocok untuk tugas ini. Peneliti membagi rangkaian proses pembiayaan 
pada model ini dalam dua skema. Berikut penjelasan masing-masing skema 
tersebut. 
1. Skema pertama menunjukkan hubungan kontrak antara pemerintah dan 
pemilik lahan. Kontrak yang dilakukan antara pemilik lahan dan BULOG 
adalah kontrak dengan akad muzara‟ah. Pemilik lahan hanya akan 
menyediakan lahan untuk dipakai dalam usaha pertanian, sedangkan 
BULOG akan menanggung tiga faktor modal lainnya, yaitu tenaga kerja 
(keahlian), bibit tanaman, dan alat pertanian. Alat pertanian disini 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mencakup pula irigasi, pupuk, 




Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari pengolahan lanah tersebut akan 
dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Karena pemilik lahan 
hanya menyediakan lahan, maka peneliti mengusulkan agar bagi hasil untuk 
pemilik lahan adalah seperempat dari hasil bersih lahan tersebut, sementara 
BULOG sebagai penanggung modal terbesar mendapat sisanya, yaitu tiga 
perempat bagian. Untuk lebih jelasnya, kontrak ini dijelaskan dalam skema 
yang digambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar 4.10 Gagasan Pola Pembiayaan Model II: Skema Kontrak 




Sumber: Hasil Penelitian, 2015 
 
2. Skema kedua menggambarkan hubungan kontrak yang dilakukan pemerintah 
dengan petani penggarap. Seperti halnya skema pertama, dalam skema 
kedua kontrak yang dilakukan pun menggunakan akad muzara‟ah. Akan 
tetapi, dalam skema kedua ini BULOG berperan sebagai pemilik lahan, 




lahan yang ia diserahi hak untuk mengolahnya dari pemilik lahan pada 
kontrak pertama, juga bibit tanaman dan alat pertanian. Sementara petani 
penggarap hanya akan bertanggung jawab atas tenaga kerja (keahlian).  
Selanjutnya, hasil dari pengolahan lahan itu akan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan bersama. Karena BULOG menanggung faktor modal lebih 
banyak daripada petani penggarap maka peneliti mengusulkan agar BULOG 
mendapat bagi hasil tiga perempat bagian, dan seperempat bagian untuk 
penggarap. Kemudian, bagi hasil yang didapat BULOG dari kontrak inilah 
yang nantinya akan dibagi hasilkan lagi dengan petani pemilik lahan dari 
kontrak pada skema pertama. Untuk lebih jelasnya, kontrak ini dijelaskan 
dalam skema yang digambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar 4.11  Gagasan Pola Pembiayaan Model II, Skema Kontrak 








Kedua skema tersebut merupakan skema terpisah yang menggambarkan 
alur proses pembiayaan dan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat 
dalam pola pembiayaan model II. Dengan demikian, apabila digabungkan dalam 






Gambar 4.12 Gagasan Pola Pembiayaan Model II: Skema Pola Pembiayaan Model II 
 





4.3.2.3 Pengaplikasian Gagasan Pola Pembiayaan Alternatif Model I dan II 
Kedua pola pembiayaan yang digagas ini disusun dengan 
mempertimbangkan kecocokan masing-masing untuk masalah yang berbeda. 
Kosep model pertama lebih ditujukan pada kelompok tani ataupun petani individu 
tingkat menengah atas, dimana kebanyakan dari mereka lebih mandiri dan 
bankable. Dengan adanya jaminan dari pemerintah pada pengajuan dana 
mereka, maka proses eksekusi pembiayaan dapat lebih berhasil. Pembinaan 
yang dilakukan pemerintah pada model ini dapat meningkatkan produktivitas 
petani. Pola pembiayaan berbasis bagi hasil dalam model ini lebih ringan bagi 
petani, sehingga diharapkan dapat menurunkan risiko gagal bayar. 
Untuk model kedua, konsep ini lebih ditujukan bagi petani dan kelompok 
tani yang belum bankable, dan petani individu kecil terlebih mereka yang tidak 
tergabung dalam kelompok tani. Posisi pemerintah selaku mitra kerja langsung 
dalam usaha pengolahan lahan yang dijalankan akan membebaskan petani dari 
berurusan dengan aturan formal perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. 
Ini karena segala kebutuhan permodalah akan diurus langsung oleh pemerintah, 
baik melalui alokasi dana APBN/APBD maupun melalui perbankan. Dengan 
demikian kontrol atas pinjaman pembiayaan, alokasi penggunaannya, dan 
ketepatan pengembaliannya akan lebih maksimal dan terkendali. 
Keuntungan lainnya dari gagasan pembiayaan model kedua ialah dengan 
kapasitas Perum BULOG sebagai badan milik pemerintah yang telah lama 
berkecimpung di bidang ketahanan pangan, maka masalah terkait intensifikasi 
pertanian, penyediaan alat-alat pertanian yang modern, dan penerapan teknologi 
pangan dapat lebih terfasilitasi. BULOG juga dapat berindak sebagai pengepul 




distribusi. Hasil akhirnya adalah harga jual yang lebih tinggi di pihak petani, 
subsidi harga pangan yang tepat sasaran, dan hasil panen yang lebih bermutu. 
Dengan adanya gagasan konsep skema pembiayaan yang berbasis 
syariah ini, diharapkan tidak hanya memberikan solusi bagi masalah permodalan 
disektor pertanian. Pengaplikasian pembiayaan berbasis syariah dengan segala 
norma-normanya yang berpedoman pada perintah Allah Ta‟ala dan ajaran Rasul-
Nya diharapkan dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha yang dijalankan. 
Lebih jauh lagi, dengan mengedepankan nilai-nilai syariah dalam berkegiatan 
diharapkan aktivitas mencari rezeki bukan lagi semata menjadi proses 
mengumpulkan materi namun juga bernilai sebagai suatu aktivitas yang diniatkan 










Pemerintah Indonesia melalui dinas terkait telah memberikan perhatian 
yang cukup besar bagi keberlangsungan ketahanan pangan dalam negeri. 
Pemerintah melalui program-program bantuan modal dengan berbagai skim 
kredit yang dikeluarkannya telah menyediakan solusi bagi masalah permodalan 
di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Akan tetapi, 
berbagai program pembiayaan ini masih menyisakan sedikit masalah, yaitu 
proses administrasi yang panjang dan tingkat pengembalian pinjaman yang 
relatif tinggi. 
Keunggulan program kredit pemerintah memiliki antara lain detail 
pelaksanaan yang lebih terorganisir, dari awal program hingga akhir. Tentu saja 
hal ini wajar mengingat bahwa program bantuan permodalan yang dicanangkan 
pemerintah telah dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Kelemahannya, 
program skim pembiayaan ini masih tergolong sulit untuk diakses beberapa pihak. 
Misalnya saja petani individu yang umumnya memiliki pemahaman yang kurang 
tentang seluk-beluk pengajuan permohonan dana dan hal yang bersifat 
administratif lainnya. Selain itu, skim yang diberikan masih berbasis bunga atas 
pinjaman, sehingga terkadang masih sulit bagi petani kecil untuk melunasi 
pinjaman-pinjaman tersebut. 
Pembiayaan berbasis syariah disisi lain memiliki beberapa skim kredit 
(pembiayaan) yang lebih cocok untuk diadaptasikan pada sektor pertanian. Skim 
tersebut salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian atau 




Muzara‟ah sebagai salah satu skim pembiayaan syariah merupakan 
praktik bagi hasil di bidang pertanian dan perkebunan. Praktik ini telah dilakukan 
di zaman kekhalifahan Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam, dan juga dilakukan 
oleh khalifah-khalifah penerus beliau dan para sahabat beliau. Berdasarkan ijmak 
yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih dengan berpedoman pada dalil-dalil 
yang sahih, muzara‟ah memiliki kriteria dan aturan-aturan yang sangat cocok 
untuk diaplikasikan pada kerja sama bidang pertanian. Selain itu, praktik ini 
sangat memperhatikan hak masing-masing pihak, sehingga jauh dari kezaliman. 
Pembiayaan berbasis muzara‟ah juga memiliki kelebihan dari segi 
keringanan tingkat pengembalian modal bagi petani (penerima bantuan modal). 
Ini karena pengembalian yang ditetapkan didasarkan atas hasil yang diperoleh 
pada satu masa panen, bukan berdasarkan pada besanya pinjaman, sehingga 
setoran pengembalian atas pinjaman akan sesuai dengan besarnya pendapatan 
petani pada masa panen tersebut. Setoran pinjaman akan besar apabila panen 
melimpah, lebih kecil apabila panen kurang berhasil, dan bisa jadi tidak perlu 
menyetor apabila panen gagal. 
Kelebihan lain pembiayaan pertanian berbasis bagi hasil seperti 
muzara‟ah yaitu lebih akrab dengan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah di 
Indonesia yang umumnya telah melakukan kerja sama pertanian dengan bagi 
hasil secara adat. Kekurangannya, karena skim berbasis bagi hasil untuk 
pertanian dinilai perbankan berisiko besar, maka skim dengan model ini belum 
banyak dikembangkan dan diaplikasikan untuk sektor pertanian.  
Temuan dalam penelitian ini setelah mengkaji sumber-sumber yang 
berhasil peneliti peroleh adalah dua model skema alternatif pembiayaan sektor 
pertanian berbasis muzara‟ah. Model pertama yaitu skema yang menempatkan 




program bantuan. Model kedua yaitu skema dengan menjadikan pemerintah 
sebagai pihak yang ikut bermitra langsung dengan usaha pengolahan lahan 
(pertanian) yang dilakukan petani penerima program bantuan. 
Pada model pertama, pemerintah bertindak sebagai pihak yang membina 
petani agar mampu bankable dalam mengajukan pinjaman, dan memberikan 
subsidi berupa dana talangan atas pinjaman sebesar porsi tertentu untuk 
mengantisipasi gagal bayar. Pemerintah juga membina petani dalam mejalankan 
usaha pengolahan lahan pertanian tersebut diantaranya dengan pelatihan-
pelatihan intensifikasi pertanian. Model ini hampir mirip dengan skim kredit yang 
telah pemerintah lakukan sebelumnya, seperti KUR dan KKP-E. Bedanya, 
pengembalian bantuan modal yang dilakukan berbasis bagi hasil. 
Pembiayaan model kedua menempatkan pemerintah sebagai mitra 
langsung dalam usaha pengolahan lahan pertanian yang dijalankan petani. 
Perum BULOG dirasa merupakan badan pemerintah yang paling cocok untuk 
menempati posisi kemitraan ini. Dengan adanya kemitraan ini, kebutuhan 
permodalan akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah, sehingga 




Salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 
mengajukan konsep pembiayaan pertanian berbasis bagi hasil. Peneliti hanya 
berfokus pada perumusan konsep sehingga kurang memberikan perumusan 
langkah-langkah yang lebih teknis yang akan berguna bagi pengaplikasian di 
lapangan. Oleh karena itu, untuk penelitian serupa ataupun penelitian lanjutan, 




hasil seperti menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam 
penetapan bagi hasil. Selain itu menerangkan tanggung jawab dan hak tiap pihak 
yang berkongsi dalam berbagai kondisi (usaha mengalami keuntungan maupun 
kerugian) dirasa perlu untuk dijelaskan lebih rinci. 
Kerja sama tanah pertanian syariah dapat pula dilakukan dengan cara 
sewa. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya akan sangat bermanfaat bila 
membahas kemungkinan penerapan model pembiayaan yang berbasis sewa. 
Dengan demikian dapat diketahui skema mana yang dapat dilakukan dengan 
prinsip sewa sebagai basis pembiayaannya, dan  skema mana yang lebih efektif 
dan aplikatif jika diterapkan dalam praktik di lapangan. 
Gagasan konsep yang dikemukakan dalam hasil penelitian ini didasarkan 
pada pengkajian atas sumber-sumber tertulis. Untuk dapat diaplikasikan secara 
nyata, gagasan konsep ini masih memerlukan suatu uji kelayakan di lapangan. 
Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa ada baiknya 
memasukkan pengkajian melalui uji coba di lapangan, sehingga dapat diperoleh 
temuan baru berupa berhasil tidaknya pengaplikasian konsep tersebut. 
Sistem syariah harus berpedoman pada apa yang telah ditetapkan Allah 
dan Rasul-Nya, sehingga untuk menentukan boleh dan tidaknya suatu hukum 
dibutuhkan pengkajian khusus sebagaimana yang dilakukan para ulama. Oleh 
karena itu, untuk penelitian berupa konsep aplikasi berbasis syariah sangatlah 
penting untuk didampingi oleh pihak-pihak atau individu-individu yang telah 
mafhum dan memiliki kapabilitas dibidang syariah. Dengan demikian kehati-







5.3 Keterbatasan Penelitian 
Pada pembahasan mengenai penetuan rasio bagi hasil, penelitian ini 
hanya mempertimbangkan faktor produksi (lahan, bibit, alat/teknologi pertanan, 
dan tenaga kerja) sebagai dasar dalam menentukan rasio bagi hasil. Penelitian 
ini tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aspek-aspek yang perlu 
dipertimbangkan dalam menentukan dasar bagi hasil, seperti degradasi 
kesuburan tanah dan perbandingan penghasilan yang mungkin diperoleh dengan 
panghasilan rata-rata minimum nasional. 
Dalam menentukan bagi hasil sebagai prinsip pembiayaan alternatif, 
peneliti tidak mempertimbangkan prinsip lain, seperti sewa. Dengan 
membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing prinsip tersebut (bagi 
hasil dan sewa) diharapkan dapat memberikan pertimbangan prinsip mana yang 
lebih efektif dan aplikatif untuk dapat diterapkan di lapangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni, sehingga kendala 
penelitian lebih banyak terdapat pada kurangnya ketersediaan literatur. 
Penelitian terdahulu yang membahas tentang topik ini juga tergolong sedikit, 
sehingga peneliti mengalami sedikit kesulitan dalam mengambil patokan untuk 
dijadikan rujukan dan sandingan dalam hasil penelitian ini. 
Penelitian ini menggagas suatu konsep aplikasi yang berbasis syariah, 
sehingga peneliti dengan latar belakang pendidikan umum (non-syariah) 
mengalami kesulitan dalam menyimpulkan hukum-hukum yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Oleh sebab itu, menemukan 
individu yang dapat dijadikan mentor untuk mendiskusikan aspek syariah dalam 
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